PERAN LEMBAGA KEUANGAN KOPERASI GIRI JAYA METE

DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS UKM METE DI

KELURAHAN TANJUNG SARI KECAMATAN JATISRONO














































commit to user 
PERAN LEMBAGA KEUANGAN KOPERASI GIRI JAYA METE 
DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS UKM METE DI 
KELURAHAN TANJUNG SARI KECAMATAN JATISRONO 




















FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 















































commit to user 
 ii 
PERAN LEMBAGA KEUANGAN KOPERASI GIRI JAYA METE 
DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS UKM METE DI 
KELURAHAN TANJUNG SARI KECAMATAN JATISRONO 














Ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan 
gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi 
Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi 




FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 



















































Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi 


















Pembimbing I    Pembimbing II 
 
 
         Drs. Wahyu Adi, M.Pd.                                  Muhtar, S.Pd, M.Si. 



































































































































Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima 
untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan. 
 
    Pada hari :    
     Tanggal :  
 
Tim Penguji Skripsi: 
 
Nama Terang       Tanda Tangan 
Ketua  :  Drs. Sudiyanto, M.Pd.  ....................... 
Sekretaris :  Sri Sumaryati, S.Pd., M.Pd.    ....................... 
Anggota I :  Drs. Wahyu Adi, M.Pd.  ....................... 




Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 






Prof. Dr. H.M. Furqon Hidayatullah, M.Pd. 


















































Devina Melinawati. K7407057. PERAN LEMBAGA KEUANGAN 
KOPERASI GIRI JAYA METE DALAM MENINGKATKAN 
PRODUKTIVITAS UKM METE DI KELURAHAN TANJUNG SARI 
KECAMATAN JATISRONO KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2011. 
Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Juni. 2011. 
Tujuan Penelitian ini adalah (1) mengetahui peran lembaga keuangan 
Koperasi Giri Jaya Mete dalam meningkatkan produktivitas UKM mete di 
Kelurahan Tanjungsari, (2) Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi lembaga 
keuangan Koperasi Giri Jaya Mete dalam meningkatkan produktivitas UKM mete 
di Kelurahan Tanjungsari, (3) Mengetahui usaha-usaha yang telah dilakukan oleh 
lembaga keuangan Koperasi Giri Jaya Mete untuk mengatasi kendala tersebut. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Obyek 
penelitian ini adalah Petugas Disperindagkop Kabupaten Wonogiri, Pengurus 
Koperasi Giri Jaya Mete dan pengrajin UKM mete sebagai anggota. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model teknik analisis 
interaktif. Prosedur penelitian meliputi tahap: (1) Penyusunan Proposal, (2) Ijin 
Penelitian, (3) Pengumpulan Data, (4) Analisis Data, (5) Penyusunan Laporan.  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa (1) 
Sebagian besar masyarakat Tanjungsari bekerja di sektor industri mete, tetapi 
sebagian besar dari mereka mengalami kesulitan permodalan. Peran lembaga 
keuangan yang dapat menangani permodalan UKM ini sangat dibutuhkan 
masyarakat. KSU Giri Jaya Mete yang bidang utamanya adalah USP, sangat 
berperan membantu para pengrajin mete dalam menyalurkan kredit modal dengan 
bunga ringan dan prosedur yang mudah. Dengan demikian, para pelaku UKM 
diharapkan dapat tercukupi modalnya untuk memproduksi mete demi 
meningkatkan produktivitasnya, (2) Faktor modal adalah unsur terpenting karena 
USP merupakan satu-satunya bidang usaha yang dijalankan KSU Giri Jaya Mete. 
Selama menjalankan kegiatannya, KSU Giri Jaya Mete mengalami beberapa 
permasalahan terutama permodalan, yaitu (a) ketimpangan jumlah anggota dan 
peminjam yang mengakibatkan dana yang dihimpun kurang dari dana yang 
seharusnya disalurkan, (b) koperasi hanya memiliki tiga orang karyawan yang 
masing-masing merangkap sebagai pengurus maupun pengelola, di samping 
tingkat SDM yang masih rendah, (c) kredit macet yang dapat mengakibatkan 
persediaan modal semakin terbatas, (3) Faktor permodalan koperasi diatasi 
dengan cara (a) mengajukan berbagai proposal permohonan modal kepada 
pemerintah, (b) menambah jumlah anggota agar jumlah simpanan juga bertambah, 
(c) koperasi mengatasi kredit macet dengan merekrut juru tagih yang datang ke 






















































Devina Melinawati. K7407057. ROLE OF FINANCIAL INSTITUTION 
GIRI JAYA METE COOPERATION TO INCREASE CASHEW SMALL-
SCALE INDUSTRY PRODUCTIVITY IN KELURAHAN TANJUNG SARI 
KECAMATAN JATISRONO KABUPATEN WONOGIRI 2011. Skripsi. 
Surakarta. Pedagogic and Education Science of Sebelas Maret University. June, 
2011. 
The purpose of this research is (1) for knowing the role of financial 
institution Giri Jaya Mete Cooperation to increase cashew small-scale industry 
productivity in di Kelurahan Tanjungsari, (2) for knowing obstacklesis faced by 
financial institution Giri Jaya Mete Cooperation to increase cashew small-scale 
industry productivity in Kelurahan Tanjungsari, (3) for knowing the efforts has be 
done by financial institution Giri Jaya Mete Cooperation to contend them.  
This research employed a descriptive-qualitative design. The object were 
Disprindagkop Wonogiri Official, Managers of Giri Jaya Mete Cooperation, and 
manual laborer of chasew small industry as member. The instruments used to 
collect the data were interview, observation, and documentation. This research 
uses interactive analysis method. The prosedure of this research consisted of four 
stages: (1) Writing Proposal,(2) research Permit, (3)Collecting Data, (4) Analyting 
Data, (5) Writing Report. 
Based on the research findings, The result shows that (1) A large part of 
population Tanjungsari workin cashew industrial sector, but mostly of them have 
a capital difficulty. Role of financial institution to handle the small-scale industry 
capital is needed. KSU Giri Jaya Mete its major field is USP, has a role to help 
manual laborer indistri buting capital with low interest and easy prosedur. Thus, 
manual laboreris full filled their capital to product cashew nut at increasing 
productivity,(2) Capital factoris important element because USP is the only 
operation element doing by KSU Giri Jaya Mete. As long as  KSU Giri Jaya Mete 
does its activity, it has some probleme specially capital, there are (a)imbalance of 
debitors and creditors is resulted infund collected is less than fund distributed, (b) 
KSU Giri Jaya Mete just has four worker who are each of them also hold the 
position both as manager and organizer, beside the level of human resources is 
low, (c) out of order credit causes capital supply  insufficient, (3) capital factoris 
be able to overcome by means of(a) submit applications for a capital to 
goverment, (b) added member in order to increase the savings. (c) recruit a dunner 

























































“Dan setiap mereka mendapat derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan 
dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan pekerjaan mereka 











Ketika kesukaran hidup datang, kita hanya memiliki dua pilihan, yaitu menyerah 





Menjadi diri sendiri lebih baik karena dalam diri terdapat  segala keunikan dan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan ekonomi di era globalisasi yang menuntut keseriusan dari 
berbagai pihak telah dicanangkan dalam suatu tujuan internasional yaitu 
Millenium Development Goals (MDG’s). Salah satu bidang yang mendapat 
perhatian penting dalam MDG’s adalah pemberantasan kemiskinan. Indonesia 
tergolong negara dengan angka kemiskinan yang tinggi sehingga Indonesia harus 
memacu diri untuk segera mengurangi angka kemiskinan sesuai dengan target 
MDG’s pada tahun 2015 yaitu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan 
hingga 50%. Berikut ini disajikan jumlah dan presentase penduduk miskin di 
Indonesia tahun 2006-2010. 
Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 
Tahun 
Jumlah Penduduk Miskin (Juta) Presentase Penduduk Miskin 
2006 39,30 17,75 
2007 37,17 16,58 
2008 34,96 15,42 
2009 32,53 14,15 
2010 31,02 13,33 
Sumber: Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2010, Berita Resmi Statistik Juli 
2010, Badan Pusat Statistik. 
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di 
Indonesia mengalami penurunan sejak Maret tahun 2006 hingga Maret tahun 
2010. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2010 
mencapai angka 31,02 juta jiwa atau 13,33%. Angka tersebut dinilai turun sekitar 
1,51 juta jiwa dibandingkan tahun 2009 yang berjumlah 32,53 juta (14,15%). 
Menurut Rusman, “Meskipun angka kemiskinan turun, akan tetapi persentase 
penurunannya masih rendah, yaitu sekitar 1,5 juta jiwa. Ini menandakan bahwa 
persentase warga miskin masih di atas 13 % atau masih di atas target 11% dari 
yang telah ditetapkan pemerintah”. (http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_ 

















































“Pada akhir tahun 2014 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 
7,7%, pengurangan angka kemiskinan menjadi 8%-10%, dan pengurangan angka 
pengangguran menjadi 5%-6%” (Sambung Hati, 2010). Berdasarkan pernyataan-
pernyataan yang telah dikemukakan tersebut, jumlah penduduk miskin di 
Indonesia belum menunjukkan penurunan yang signifikan, sehingga angka 
kemiskinan itu harus lebih ditekan agar sesuai dengan target pemerintah dan 
MDG’s. 
Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memutus mata 
rantai kemiskinan itu sendiri, diantaranya melalui usaha ekonomi rakyat atau 
sering disebut Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan 
bagian dari masyarakat yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif. 
Jika UMKM dikelola dengan baik tentu akan mewujudkan usaha yang tangguh. 
Meninjau struktur konfigurasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, 
dari 39,72 juta unit usaha yang ada, sebesar 39,71 juta (99,97%) merupakan 
UMKM. Apabila dirinci lebih dalam, Usaha Kecil dan Mikro (UKM) merupakan 
mayoritas sebab berjumlah 98% dari total unit usaha atau 39 juta usaha 
(Tambunan, 2002; Taufan Wiguna, 2008).  
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2008, jumlah populasi 
UKM pada tahun 2007 telah mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,99 persen 
terhadap total unit usaha di Indonesia, sementara jumlah tenaga kerjanya 
mencapai 91,8 juta orang atau 97,3 persen terhadap seluruh tenaga kerja 
Indonesia. Berdasarkan kedua sumber di atas, jumlah usaha selama tahun 2002 
dan 2007 diperinci ke dalam tabel sebagai berikut; 








2002 39 juta 0,71 juta 39,71 juta 0,01 juta 39,72 juta 
2007 49,72 juta 0,12 juta 49,84 juta 0,04 juta 49,88 juta 
Sumber: Taufan Wiguna, 2008 dan BPS, 2008. 
Menyadari realitas ini, memfokuskan pengembangan ekonomi rakyat 
terutama pada UKM merupakan hal yang sangat strategis karena UKM 

















































rakyat sehari-hari. Mengembangkan kelompok UKM, setidaknya secara efektif 
mengurangi kemiskinan yang diderita oleh masyarakat, maupun membantu 
pemberdayaan rakyat kategori miskin, serta usia lanjut dan muda.  
Melihat peran UKM yang sangat strategis, timbul pertanyaan mengapa 
usaha ini kebanyakan sulit berkembang. “Bagi pengusaha mikro, persoalan 
permodalan ternyata merupakan masalah yang utama. Keterbatasan modal 
disebabkan oleh tidak adanya akses langsung mereka terhadap layanan dan 
fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan” (Yusi dan Zakaria, 
2005; Yusi, 2009:24). Keterbatasan modal menyebabkan upaya dalam rangka 
meningkatkan produktivitas menjadi terhambat. Menurut Longenecker (1998) 
dalam M. Syahirman Yusi (2009:24), menyatakan bahwa:  
Mutu produk yang kadang seadanya dengan jumlah yang dihasilkan terbatas 
mengakibatkan peluang pasar yang seharusnya dapat mereka raih menjadi 
terlewatkan. Dukungan modal berupa pembiayaan dan penjaminan dapat 
memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pengusaha untuk 
mengembangkan usahanya. Modal memainkan peranan yang sangat 
dominan dalam pengembangan usaha.  
Salah satu cara untuk memecahkan persoalan pembiayaan UKM melalui 
lembaga keuangan karena mengingat kebutuhan dana investasi oleh sektor 
industri baik besar maupun kecil semakin meningkat sejalan dengan pesatnya 
perkembangan industri dan teknologi. Dengan demikian, lembaga keuangan 
berperan untuk memenuhi kebutuhan modal sektor usaha tersebut sesuai dengan 
makna lembaga keuangan yaitu menyalurkan dana dari unit surplus ke unit defisit.  
Lembaga keuangan seperti perbankan harus lebih banyak 
mengalokasikan dana kepada UKM karena hal ini akan membantu pelaku UKM 
untuk meningkatkan produktivitasnya. Namun, kendala utama yang dihadapi 
UKM dalam memperoleh pinjaman modal dari lembaga keuangan formal 
(perbankan) adalah ketidakmampuan dan ketidaksiapan mereka untuk memenuhi 
persyaratan teknis perbankan. “Para pengusaha UKM pada umumnya tidak 
memiliki aset yang memadai yang dapat dijadikan agunan. Sementara itu, 
perbankan merasa lebih aman dan efisien menyalurkan kreditnya kepada 

















































perbankan” (Ismeth Abdullah, 2004). Suatu hal yang dilematis sebab pembiayaan 
UKM merupakan indikator komitmen perbankan tetapi di sisi lain UKM tidak 
mampu menarik dana perbankan hanya karena persoalan bankable karena 
ketentuan prudential banking yang diterapkan Bank Indonesia berpegang pada 
prinsip 5C. Selain itu, mahalnya biaya dana dan bunga kredit yang tinggi 
menyebabkan UKM enggan mengajukan kredit perbankan. Amran Husen 
(2006:45) mengatakan, “Aksesibilitas terutama dari pengusaha mikro terhadap 
terhadap sumber keuangan formal sangat rendah sehingga kebanyakan mereka 
mengandalkan modal sendiri”. 
Usaha Kecil Mikro yang diakui peranannya dalam menggerakkan 
perekonomian, sering kali merupakan pihak yang sangat lemah posisinya dalam 
berhubungan dengan sumber modal/dana. Gambaran di atas memang tidak 
menggambarkan kondisi nyata UKM secara keseluruhan. Ada cukup banyak 
UKM yang sudah relatif maju, memiliki manajemen usaha yang memadai, telah 
berhubungan dan mendapat pinjaman dari bank. Salah satu alternatif dalam 
menghadapi permasalahan permodalan bagi pembiayaan UKM terutama usaha 
mikro, maka perlu dikembangkan lembaga keuangan nonbank yaitu Lembaga 
Keuangan Mikro (LKM).  
LKM sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia yang sebagian besar 
tinggal di pedesaan dan masih hidup dalam taraf yang relatif sederhana karena 
LKM umumnya lebih mampu memenuhi karakter layanan yang dibutuhkan 
mereka. LKM berfungsi memberikan dukungan modal bagi pengusaha UKM 
terutama bagi masyarakat desa untuk meningkatkan usahanya. Mengingat 
masyarakat desa tidak mempunyai dana dari lembaga-lembaga keuangan besar 
seperti bank dan perusahaan leasing, maka LKM merupakan satu pilihan yang 
lebih baik dibanding mencari dana dari lembaga keuangan informal, yaitu rentenir 
dan ijon, yang mengenakan beban bunga yang sangat tinggi. Pemecahan 
permasalahan bagi pelaku ekonomi rakyat kecil itu adalah LKM yang dapat 
menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk mereka dalam bentuk 

















































Koperasi di samping sebagai salah satu pelaku dari ekonomi rakyat, juga 
diposisikan sebagai tulang punggung ekonomi rakyat itu sendiri karena koperasi 
merupakan wahana atau alat perjuangan yang efektif bagi golongan ekonomi 
lemah. Kesulitan mereka dalam hal permodalan dapat lebih mudah dipenuhi 
dalam wadah koperasi yang mereka dirikan daripada mengatasi permodalan 
dengan cara sendiri-sendiri.  
Koperasi berfungsi sebagai lembaga keuangan yang dapat mengatasi 
ketidakmampuan mereka mengakses lembaga keuangan lain (perbankan). 
Lembaga keuangan seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam 
(USP) akan memudahkan kebutuhan pembiayaan usaha mereka. Selain itu, dalam 
wadah koperasi (KSP atau USP), para pengusaha mikro/kecil itu dapat saling 
menukar informasi dan pengalaman serta membangun sinergi.  
Koperasi yang berperan penting dalam menunjang modal dan 
produktivitas UKM hingga saat ini masih menghadapi berbagai masalah. 
Permasalahan yang dihadapi oleh koperasi pada dasarnya dapat digolongkan ke 
dalam hal-hal yang bersifat internal dan eksternal. Yang bersifat internal meliputi 
keterbatasan sumber daya manusia, manajemen yang belum efektif sehingga 
kurang efisien, serta keterbatasan modal. Sementara faktor yang bersifat eksternal 
meliputi kemampuan monitoring yang belum efektif, pengalaman yang lemah, 
serta infrastruktur yang kurang mendukung. Kondisi inilah yang mengakibatkan 
pelayanan koperasi terhadap UKM belum mampu menjangkau secara luas, 
padahal pengembangan koperasi secara luas akan sangat penting perannya dalam 
membantu investasi bagi UKM. 
Kabupaten Wonogiri memiliki banyak industri yang bidang usahanya 
memproduksi kacang mete sebagai produk unggulan Wonogiri. Hal ini 
disebabkan kondisi geografis dan jenis tanah yang sangat cocok untuk perkebunan 
jambu mete. Kecamatan Jatisrono, Wonogiri menjadi sentra pengolahan mete 
yang bahan bakunya tidak hanya berasal dari perkebunan jambu mete lokal tetapi 
sebagian besar juga berasal dari Sulawesi, Sumbawa, dan Bali. Pusat pengolahan 
mete yang sebagian besar telah berkembang menjadi industri kecil atau UKM ini 

















































UKM pengolahan kacang mete juga memberikan dampak positif bagi 
masyarakat Kelurahan Tanjungsari, antara lain berupa penyediaan lapangan kerja 
yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Keunggulan lain UKM ini 
adalah proses produksi yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan karena 
limbahnya berupa kulit biji mete yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku 
industri untuk pembuatan kampas rem dan bahan untuk mengawetkan kayu serta 
kulit ari mete juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran pakan ternak. 
Peluang usaha serta potensi geografis dan tenaga kerja UKM mete diakui 
sangat mendukung pelaksanaan di lapangan, tapi pada kenyataannya UKM-UKM 
ini belum menunjukkan adanya peningkatan produktivitas yang signifikan. Hal ini 
dapat diketahui dari omzet penjualan UKM mete yang belum maksimal karena 
kurangnya investasi modal untuk mengembangkan usahanya. Terlebih bagi 
masyarakat desa yang ekonominya sangat lemah sehingga mereka lebih banyak 
memilih menjadi buruh pengupas daripada memiliki usaha sendiri. Oleh karena 
itu, perhatian pemerintah berupa bantuan modal sangat dibutuhkan masyarakat. 
Koperasi Giri Jaya Mete Kelurahan Tanjungsari merupakan salah satu koperasi 
yang dapat dijadikan alternatif dalam menyalurkan sumber modal kepada 
masyarakat pedesaan di kelurahan ini.  
Koperasi meminjamkan dana terutama bagi para buruh agar dapat 
membeli bahan baku sendiri serta bagi para pengusaha kecil agar usahanya 
berjalan lancar. Kendati demikian, keberadaan Koperasi Giri Jaya Mete yang telah 
didirikan sejak tahun 1998 hingga saat ini dinilai belum optimal dalam 
menyalurkan dana. Hal ini dapat dilihat dari minimnya sumber modal yang 
disalurkan kepada masyarakat untuk berwirausaha mete. Selain itu, sebagian besar 
masyarakat Tanjungsari belum menyadari pentingnya keberadaan koperasi Giri 
Jaya Mete terhadap kemajuan UKM mereka. 
Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran mengenai peran 
lembaga keuangan koperasi Giri Jaya Mete terhadap pembiayaan UKM mete di 
Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. Jika 
produktivitas UKM mete meningkat, maka pendapatan masyarakat akan 

















































Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian dengan judul “PERAN LEMBAGA KEUANGAN 
KOPERASI GIRI JAYA METE DALAM MENINGKATKAN 
PRODUKTIVITAS UKM METE DI KELURAHAN TANJUNG SARI 
KECAMATAN JATISRONO KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2011”. 
B. Rumusan Masalah 
Agar masalah dalam suatu penelitian dapat terjawab dengan baik, maka 
harus dirumuskan dengan jelas. Sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto 
(2002:22) “Agar dalam penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, 
maka penulis harus merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana harus 
mulai, dan ke mana harus pergi dan dengan apa”. Berdasarkan latar belakang 
masalah di atas, maka penulis memberikan perumusan masalah  sebagai berikut: 
1. Bagaimana peran lembaga keuangan Koperasi Giri Jaya Mete dalam 
meningkatkan produktivitas UKM mete di Kelurahan Tanjungsari? 
2. Apa saja kendala yang dihadapi lembaga keuangan Koperasi Giri Jaya 
Mete dalam meningkatkan produktivitas UKM mete di Kelurahan 
Tanjungsari? 
3. Apa saja usaha yang telah dilakukan oleh lembaga keuangan Koperasi Giri 
Jaya Mete untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? 
C. Tujuan Penelitian 
Menurut Suharsimi Arikunto (2002:51) tujuan penelitian adalah 
“Rumusan kalimat yang menunjukan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah 
penelitian selesai”. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan oleh 
penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui peran lembaga keuangan Koperasi Giri Jaya Mete dalam 
meningkatkan produktivitas UKM mete di Kelurahan Tanjungsari. 
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi lembaga keuangan Koperasi 


















































3. Mengetahui usaha-usaha yang telah dilakukan oleh lembaga keuangan 
Koperasi Giri Jaya Mete untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoretis 
a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan mengenai 
hubungan koperasi dan UKM 
b. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk referensi penelitian 
selanjutnya yang berhubungan dengan hal yang sama. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Koperasi: 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan bagi pihak koperasi agar lebih mengoptimalkan perannya 
dalam meningkatkan produktivitas UKM mete di masa yang akan datang. 
b. Bagi UKM : 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengusaha 
UKM dalam mengoptimalkan usahanya dengan memanfaatkan jasa 
keuangan yang ada seperti koperasi. 
c. Bagi Penulis: 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengalaman dan penerapan ilmu 
yang telah diperoleh dalam  perkuliahan, terutama Manajemen Keuangan. 
d. Bagi Pembaca: 
Sebagai referensi bacaan guna memperdalam pengetahuan mengenai 
























































A. Tinjauan Pustaka 
1. Kebijakan Pemerintah terhadap UKM 
Usaha Kecil dan Mikro (UKM) merupakan sektor yang penting dan besar 
kontribusinya dalam mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan ekonomi 
nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, peningkatan devisa 
negara, dan pembangunan ekonomi daerah. UKM diharapkan mempunyai 
kemampuan untuk ikut memacu pertumbuhan ekonomi nasional sehingga UKM 
membutuhkan pelindung berupa kebijakan pemerintah seperti undang-undang dan 
peraturan pemerintah. Adanya regulasi baik berupa undang-undang dan peraturan 
pemerintah yang berkaitan dengan UKM dari sisi produksi dan sisi perbankan, 
akan memacu peranan UKM dalam perekonomian. Seperti yang diungkapkan 
oleh George. J. Stigler dalam Mandala Harefa (2008:206), bahwa “Regulasi 
adalah seperangkat aturan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan 
dan manfaat untuk masyarakat pada umumnya atau pada sekelompok 
masyarakat”.  
Manfaat dari regulasi tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yakni dari sisi 
pemerintah sebagai pembuat regulasi dan dari sisi pengusaha sebagai obyek 
perizinan. Bagi pemerintah, perizinan diperlukan untuk menjaga ketertiban umum 
dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara luas. Bagi pengusaha, 
perizinan seharusnya memberi manfaat sosial dan ekonomi. Bila suatu kebijakan 
atau regulasi tidak sesuai dengan harapan, tentunya kebijakan tersebut harus 
dievaluasi karena adanya evaluasi akan diperoleh masukan yang berkaitan dengan 
ketidaksesuaian kebijakan dengan kinerja yang diharapkan hasilnya. Jadi, evaluasi 
membantu pengambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses 
pembuatan kebijakan. Evaluasi kebijakan tidak hanya menghasilkan kesimpulan 
mengenai berapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi memberi masukan pada 
klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu 

















































Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 
(http://www.slideshare.net/DadangSolihin/rencana-pembangunan-jangka-
menengah-nasional-rpjmn-tahun-2010-2014, 11 Maret 2011), arah Pembangunan 
Nasional tahun 2010–2014 di bidang ekonomi adalah “Pembangunan ekonomi 
yang berlandaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing, serta makin 
memacu terciptanya kreativitas dan inovasi”. Sedangkan berdasarkan Propenas 
(Program Pembangunan Nasional) lima tahunan, pemerintah melakukan beragam 
usaha memajukan UKM dengan program pokok pembinaan usaha kecil, 
menengah, dan koperasi yang dapat dilihat dari tiga sisi: 
1) Program penciptaan iklim usaha yang kondusif.  
Program ini bertujuan untuk membuka kesempatan berusaha seluas-
luasnya, serta menjamin kepastian usaha dengan memperhatikan kaidah 
efisiensi ekonomi sebagai prasyarat untuk berkembangnya UKM dan 
koperasi. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah menurunnya 
biaya transaksi dan meningkatnya skala usaha UKM dan koperasi 
dalam kegiatan ekonomi.  
2) Program peningkatan akses kepada sumber daya produktif.  
Tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan UKM dalam 
memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, 
terutama sumber daya lokal yang tersedia. Sedangkan sasarannya 
adalah tersedianya lembaga pendukung untuk meningkatkan akses 
UKM terhadap sumber daya produktif, seperti SDM, modal, pasar, 
teknologi, dan informasi.  
3) Program pengembangan kewirausahaan dan pelaku UKM 
berkeunggulan kompetitif. 
Tujuannya untuk mengembangkan perilaku kewirausahaan serta 
meningkatkan daya saing UKMK. Sedangkan sasaran adalah 
meningkatnya pengetahuan serta sikap wirausaha dan meningkatnya 
produktivitas pelaku UKM. 
Pemerintah membuat kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan 
ekonomi yang terkait langsung dengan UKM yaitu telah dicangkannya tiga butir 
kebijakan pokok di bidang ekonomi. Pertama, adalah peningkatan layanan jasa 
keuangan khususnya untuk pelaku UKM, yang meliputi perbaikan layanan jasa 
perbankan, pasar modal, multifinance, asuransi.  
Kebijakan pokok kedua adalah peningkatan infrastruktur layanan jasa 
keuangan, berupa akses pasar, layanan penagihan dan pembayaran, kemudahan 

















































perdagangan. Peningkatan layanan jasa dan infrastruktur pendukungnya tidak 
akan berarti banyak tanpa upaya pembenahan menyeluruh untuk meningkatkan 
kemampuan entrepreneurship bagi pelaku UKM. Kebijakan pokok ketiga adalah 
meningkatkan kemampuan dan penguasaan aspek-aspek teknis dan manajemen 
usaha, pengembangan produk dan penjualan, administrasi keuangan, dan 
kewirausahaan secara menyeluruh. 
Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor UKM tersebut 
bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UKM di dalam proses 
pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka 
mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan 
pendapatan. Menurut Abdul Rosid (2004:1), ”Sasaran dan pembinaan usaha kecil 
adalah meningkatnya jumlah usaha kecil dan terwujudnya usaha yang makin 
tangguh dan mandiri, sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam 
perekonomian nasional, meningkatnya daya saing pengusaha nasional di pasar 
dunia, serta seimbangnya persebaran investasi antar sektor dan antar golongan”.  
Pemerintah melalui berbagai elemen seperti Departemen Koperasi, 
Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Bappenas, BUMN juga institusi 
keuangan baik bank maupun nonbank, melakukan berbagai upaya untuk 
mewujudkan UKM agar dapat menjadi tangguh dan mandiri serta dapat 
berkembang untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kukuh. Dukungan 
diwujudkan melalui kebijakan maupun pengadaan fasilitas dan stimulus lain. 
Selain itu, banyak dukungan atau bantuan yang diperlukan berkaitan dengan 
upaya tersebut, misalnya bantuan berupa pengadaan alat produksi, pengadaan 
barang fisik lainnya juga diperlukan adanya sebuah metode, mekanisme dan 
prosedur yang memadai, tepat guna, dan aplikatif serta mengarah pada kesesuaian 
pelaksanaan usaha dan upaya pengembangan dengan kemampuan masyarakat 
sebagai elemen pelaku usaha dalam suatu sistem perekonomian yang berbasis 
masyarakat, yaitu dalam bentuk UKM.  
Selain itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk 
pemberdayaan UKM, terutama lewat kredit bersubsidi dan bantuan teknis. Kredit 

















































Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), yang 
menyediakan kredit investasi dan modal kerja permanen, dengan masa pelunasan 
hingga 10 tahun, dan suku bunga bersubsidi. Setelah deregulasi perbankan pada 
1988, kredit UKM dengan bunga bersubsidi secara berangsur dihentikan, diganti 
dengan kredit bank komersial. Selain itu, donor internasional juga menyusun 
kredit program investasi bagi UKM dalam mata uang rupiah. Antara 1990 dan 
2000, Bank Indonesia mendanai berbagai kredit program dengan Kredit Likuiditas 
Bank Indonesia (KLBI), yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu 
Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Sangat Sederhana 
(KPRS/SS), dan Kredit Usaha Kecil dan Mikro yang disalurkan melalui koperasi 
dan bank perkreditan rakyat. Selain itu, NPWP sebagai prasyarat pengajuan kredit 
di Perbankan juga telah dihapuskan, dimana hal ini memberikan peluang dan 
kesempatan yang lebih besar bagi UKM untuk mengakses modal dari sisi 
perbankan(http://banking.blog.gunadarma.ac.id/2011/01/12/artikel-tentang-usaha-
kecil-menengah/, 10 Maret 2011).  
Usaha dalam menjamin kemajuan dan pengembangan UKM juga 
diprogramkan oleh Departemen Keuangan melalui SK Menteri Keuangan 
(Menkeu) No.316/KMK.016/1994. SK tersebut mewajibkan Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) untuk menyisihkan 1-5% laba perusahaan bagi Pembinaan 
Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). Kewajiban BUMN untuk menyisihkan 
labanya 1-5% belum dikelola dan dilaksanakan dengan baik. Studi oleh  Sri 
Adiningsih (2003:4) dijelaskan bahwa kebanyakan BUMN memilih persentase 
terkecil, yaitu 1% dari labanya, sementara itu banyak UKM yang mengaku 
kesulitan mengakses dana tersebut. Selain itu kredit perbankan juga sulit untuk 
diakses oleh UKM, di antaranya karena prosedur yang rumit serta banyaknya 
UKM yang belum bankable. 
Menurut Tulus Tambunan (2002) seperti yang dikutip oleh Choirul 
Djamhari (2004:522), “Di Indonesia kebijakan terhadap UKM lebih sering 
dikaitkan dengan upaya pemerintah mengurangi pengangguran, memerangi 
kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Karena itu pengembangan UKM sering 

















































atau kebijakan redistribusi pendapatan”. Jadi, di Indonesia kebijakan UKM masih 
berorientasi kepada sosial daripada pasar atau persaingan sehingga kebijakan yang 
diambil belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan ekonomi makro. 
Berdasarkan beberapa pendapat dan langkah-langkah yang dilakukan 
pemerintah dalam menjamin pengembangan UKM dapat disimpulkan bahwa 
dalam rangka memberdayaan UKM dpat ditempuh meliputi; 1). Penetapan 
kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil 
di tingkat nasional yang meliputi: Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara 
dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; Persaingan; Prasarana; Informasi; 
Kemitraan; Perijinan; Perlindungan; 2). Pembinaan dan pengembangan usaha 
kecil di tingkat nasional meliputi: Produksi; Pemasaran; Sumber daya manusia; 
Teknologi; 3). Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi  
UKM di tingkat nasional meliputi: Kredit perbankan; Penjaminan lembaga bukan 
bank; Modal ventura; Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; Hibah; 
Jenis pembiayaan lain. 
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 
Pemberdayaan adalah terjemahan dari empowerment, sedang 
memberdayakan adalah terjemahan dari empower. Menurut Merriam Webster dan 
Oxford English Dictionary dalam Mardi Yatmo Hutomo (2000:1), kata empower 
mengandung dua pengertian, yaitu: 
1) to give power atau authority to atau memberi kekuasaan, mengalihkan 
kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; 
2) to give ability to atau enable atau usaha untuk memberi kemampuan atau 
keperdayaan. 
Terdapat 6 konsep pemberdayaan ekonomi menurut Sumodiningrat 
(1999) seperti yang dikutip oleh Mardi Yatmo Hutomo (2000:6), secara ringkas 
dapat dikemukakan sebagai berikut: 
1) Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh 
rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah 
perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan 


















































2) Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan 
ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam 
mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi 
rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat 
harus dilakukan melalui perubahan struktural. 
3) Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi 
tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, 
dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke 
kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: 
a) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya;  
b) penguatan kelembagaan;  
c) penguasaan teknologi; dan  
d) pemberdayaan sumberdaya manusia. 
4) Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan 
produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya 
memberikan suntikan modal sebagai stumulan, tetapi harus dijamin 
adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju 
dengan yang masih lemah dan belum berkembang. 
5) Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah:  
a) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset 
produksi (khususnya modal); 
b) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, 
agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar price taker;  
c) pelayanan pendidikan dan kesehatan;  
d) penguatan industri kecil;  
e) mendorong munculnya wirausaha baru; dan  
f) pemerataan spasial 
6) Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup:  
a) peningkatan akses bantuan modal usaha;  
b) peningkatan akses pengembangan SDM; dan  
c) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung 
langsung sosial ekonomi masyarakat lokal. 
Menurut Ginandjar Kartasasmita (1996), pemberdayaan ekonomi rakyat 
adalah “Upaya yang merupakan pengerahan sumber daya untuk mengembangkan 
potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik 
sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, 
dapat ditingkatkan produktivitasnya”. Dari berbagai pandangan mengenai konsep 
pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi 
masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan 
penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan 

















































pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari 
aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. 
Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari perluasan 
kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Terkait dengan 
pemberdayaan masyarakat dalam memperluas kesempatan kerja, maka 
dipengaruhi salah satunya oleh kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM). Pengembangan UMKM terutama Usaha Kecil Mikro 
(UKM), memiliki potensi yang strategis dalam rangka pemberdayaan masyarakat, 
mengingat pertumbuhan dan aktifnya sektor riil yang dijalankan oleh UKM 
mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yaitu tersedianya lapangan 
kerja dan meningkatnya pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok UKM 
dapat menjadi penyeimbang pemerataan dan penyerapan tenaga kerja. Berkaitan 
dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka beberapa kegiatan pokok 
yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM terhadap UKM antara lain: 
1) Program pengembangan sistem pendukung usaha UKM. Kegiatan 
pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini, yaitu : 
a) Perluasan sumber pembiayaan, khususnya skim kredit investasi dan 
penyediaan skim pembiayaan ekspor melalui lembaga modal 
ventura dan lembaga non bank lainnya, terutama yang mendukung 
UKM; 
b) Penguatan jaringan pasar domestik produk-produk UKM melalui 
pengembangan lembaga pemasaran, jaringan/kemitraan usaha, dan 
sistem transaksi usaha yang bersifat on-line, terutama bagi 
komoditas unggulan berdaya saing tinggi; 
c) Penguatan infrastruktur pembiayaan bagi petani dan nelayan di 
perdesaan dan pengembangan skim-skim pembiayaan alternatif 
seperti sistem bagi hasil dana bergulir, sistem tanggung renteng 
atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti agunan, 
penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas; 
d) Fasilitasi pengembangan skim penjaminan kredit melalui kerjasama 
bank dan lembaga asuransi, dan fasilitasi bantuan teknis kepada 
BPR dan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) untuk 
meningkatkan penyaluran kredit bagi sektor pertanian; 
e) Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan 
pengrajin, melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra 


















































f) Bantuan perkuatan untuk KSP/USP yang masih dapat melakukan 
kegiatan; 
g) Memfasilitasi UKM untuk dapat berdagang di pasar darurat yang 
disediakan Departemen Perdagangan. 
 
2) Pemberdayaan usaha skala mikro. Kegiatan pokok yang akan 
dilaksanakan melalui program ini, yaitu: 
a) Peningkatan kesempatan dalam berusaha dengan penyediaan 
kemudahan dan pembinaan teknis manajemen dalam memulai 
usaha, perlindungan usaha, tempat berusaha wirausaha baru, dan 
penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif untuk usaha; 
b) Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan perkoperasian serta 
fasilitasi pembentukan wadah koperasi di daerah kantong-kantong 
kemiskinan; 
c) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan LKM dan 
KSP di sektor pertanian dan perdesaaan antara lain melalui 
pembentukan sistem jaringan antar LKM dan antara LKM dan 
bank; 
d) Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui 
pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai 
pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan 
cara meningkatkan kualitas koperasi sebagai wadah organisasi 
untuk meningkatkan skala ekonomi usaha dan efisiensi kolektif; 
e) Memfasilitasi sarana usaha bagi usaha skala mikro, yang berlokasi 
di sekitar tenda-tenda penampungan, dan pasar darurat yang 
pelaksanaan dikoordinasikan oleh Departemen Perdagangan; 
f) Peningkatan kredit skala mikro dan kecil serta peningkatan 
kapasitas dan jangkauan pelayanan KSP/USP; 
g) Peningkatan pengetahuan dan kemampuan kewirausahaan 
pengusaha mikro dan kecil. (Wayan Suarja, 2007). 
Salah satu hal yang dapat mendukung berkembangnya suatu UKM agar 
tercipta perekonomian yang kokoh adalah faktor modal. Hingga saat ini faktor 
modal berupa kredit usaha masih diusahakan pemerintah dan tercantum dalam 
kebijakannya. Seperti yang telah disebutkan dalam kebijakan pemerintah di atas, 
pemerintah melakukan kegiatan pokok di bidang permodalan di antaranya adalah 
memperluas, memperkuat, dan memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan serta 
meningkatkan kredit skala mikro dan kecil. Dengan demikian, permodalan 
menjadi faktor yang penting bagi kemajuan UKM dalam rangka menguatkan 
ekonomi nasional meskipun dalam kenyataannya, beberapa pelaku UKM masih 

















































3. Tinjauan Lembaga Keuangan 
a. Pengertian Lembaga Keuangan 
Lembaga keuangan merupakan salah satu aspek yang membantu program 
pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Lembaga keuangan 
memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan UKM karena 
UKM adalah unit usaha yang memperoleh keistimewaan (privileges) dari 
pemerintah dalam permodalannya. Mandala Manurung dan Prathama Rahardja 
(2004:109) mengemukakan bahwa “Lembaga keuangan (financial institution) 
adalah lembaga yang kegiatan utamanya mengumpulkan dan menyalurkan dana 
dari pihak yang memiliki kelebihan dana (unit surplus) kepada pihak yang 
membutuhkan dana (unit defisit)”.  
Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 
792 Tahun 1990 tentang Lembaga Keuangan, menyatakan bahwa yang dimaksud 
dengan lembaga keuangan adalah “Semua badan yang kegiatannya di bidang 
keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat 
terutama guna membiayai investasi perusahaan”. Meskipun dalam peraturan 
tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk investasi perusahaan, tapi bukan 
berarti bahwa kegiatan lembaga keuangan hanya terbatas untuk investasi saja.  
Kegiatan lembaga keuangan juga dapat diperuntukkan bagi kegiatan 
konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Jadi, lembaga keuangan adalah 
suatu badan atau lembaga yang kegiatannya di bidang keuangan yaitu 
menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Lembaga keuangan 
dibedakan menjadi dua, yaitu bank dan lembaga keuangan bukan bank. Meskipun 
kegiatan keduanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana, tapi dana yang 
disalurkan oleh lembaga keuangan bukan bank lebih ditujukan untuk investasi 
atau kegiatan yang produktif. Berbeda dengan bank yang menyalurkan dananya 
tidak hanya untuk kepentingan investasi dan modal kerja, melainkan pula untuk 
kegiatan konsumsi. Namun, bukan berarti bahwa lembaga keuangan bukan bank 
tidak diperbolehkan menyalurkan dana untuk kepentingan konsumsi. Dalam 
perkembangannya saat ini, penyaluran dana lembaga keuangan bukan bank untuk 

















































b. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 
Menurut Microcredit Summit (1997) dalam Ashari (2006:147) 
mengemukakan definisi kredit mikro yaitu “Programmes extend small loans to 
very poor for self-employment projects that generate income, allowing them to 
care for themselves and their families”atau “Program pemberian kredit berjumlah 
kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang dia kerjakan 
sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli 
terhadap diri sendiri dan keluarganya”. Sementara menurut Paket Kebijaksanaan 
(1993) dalam buku Totok Budisantoso (2005:121) menyatakan bahwa “Kredit 
untuk usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan 
plafon kredit maksimum Rp 250 juta untuk membiayai usaha produktif”. 
Sedangkan pengertian kredit untuk usaha mikro adalah “Kredit yang diberikan 
kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit sampai dengan Rp 25 juta”. 
Meskipun terdapat perbedaan, tapi kedua pernyataan di atas mempunyai 
persamaan bahwa kredit mikro diberikan bagi pengusaha kecil dan mikro dengan 
plafon kredit yang berbeda untuk membiayai kegiatan usaha yang produktif. 
Usaha dikatakan produktif apabila usaha tersebut dapat memberikan nilai tambah 
dalam menghasilkan barang dan jasa serta pendapatan mereka. 
Kredit mikro ini disalurkan melalui lembaga keuangan yang umumnya 
disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Mandala Manurung dan 
Prathama Rahardja (2004:124) menyatakan bahwa “LKM adalah lembaga 
keuangan yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat berpenghasilan 
rendah dan miskin serta para pengusaha kecil”. Sementara itu menurut ahli lain, 
“LKM didefinisikan sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan 
mikro serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat pedesaan” 
(Soetanto Hadinoto, 2005:72). Menurut Direktorat Pembiayaan (Deptan), (2004) 
dalam Ashari (2006:148), dinyatakan bahwa “LKM dikembangkan berdasarkan 
semangat untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat miskin baik untuk 
kegiatan konsumtif maupun produktif keluarga miskin tersebut”. 
Walaupun terdapat banyak definisi LKM, terdapat tiga elemen penting 

















































1) Menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan. 
Keuangan mikro dalam pengalaman masyarakat tradisional Indonesia 
seperti lumbung desa, lumbung pitih nagari dan sebagainya menyediakan 
pelayanan keuangan  yang  beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, 
deposito maupun  asuransi. 
2) Melayani rakyat miskin. 
Keuangan mikro hidup dan berkembang pada awalnya memang untuk 
melayani rakyat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang ada 
sehingga memiliki karakteristik konstituen yang khas.   
3) Menggunakan prosedur dan mekanisme  yang kontekstual dan fleksibel. 
Hal ini merupakan konsekuensi dari kelompok masyarakat yang dilayani, 
sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan 
mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel. 
c. Bentuk LKM 
LKM di Indonesia sangat beraneka ragam dan umumnya beroperasi di 
pedesaan. Menurut Wijono (2005) seperti yang dikutip oleh Ashari (2006:148) 
membagi LKM menjadi tiga bentuk, yaitu: 
1) Lembaga formal seperti bank desa dan koperasi, 
2) Lembaga semi formal misalnya organisasi nonpemerintah, dan 
3) Sumber-sumber informal, misalnya pelepas uang. 
Sedangkan menurut Usman, Suharyo, Sulaksono, Mawardi, Toyamah, 
dan Akhmadi (2004) sebagaimana dikutip oleh Ashari (2006:148) membagi LKM 
di Indonesia menjadi 4 golongan besar, yaitu: 
1) LKM formal, baik bank maupun nonbank; 
2) LKM non formal, baik berbadan hukum ataupun tidak; 
3) LKM yang dibentuk melalui program pemerintah; 
4) LKM informal seperti rentenir ataupun arisan. 
Sementara itu, Soetanto Hadinoto (2005:71), mengemukakan bahwa: 
Secara umum, LKM di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, 
yaitu bersifat formal dan informal. LKM formal terdiri dari bank dan 

















































Perkreditan Rakyat (BPR), BNI, Mandiri Unit Mikro, Danamon Simpan 
Pinjam (DSP), dan BRI Unit. Sementara LKM formal nonbank mencakup 
Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP), koperasi (Koperasi Simpan 
Pinjam/KSP dan Koperasi Unit Desa/KUD), dan pegadaian. Adapun LKM 
informal terdiri dari berbagai kelompok dan Lembaga Swadaya Masyarakat 
(KSM dan LSM), Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Lembaga Ekonomi 
Produktif Masyarakat Mandiri (LEPM), Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam 
(UEDSP) serta berbagai bentuk kelompok lainnya. 
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, disimpulkan bahwa bentuk 
LKM dibedakan menjadi dua, yaitu formal dan informal. Perbedaan mendasar 
kedua LKM tersebut karena LKM formal memiliki badan hukum, sementara 
LKM informal berasal dari pribadi atau kelompok yang tidak berbadan hukum. 
LKM formal terdiri dari bank yaitu BPR dan bank-bank konvesional yang khusus 
menangani kredit usaha seperti Mandiri Unit Mikro, Danamon Simpan Pinjam, 
BRI unit, dan lain-lain, serta bukan bank seperti koperasi. Sedangkan LKM 
informal diantaranya adalah LSM, rentenir, dan arisan. 
d. Peran LKM 
Keberadaan  LKM menjadi faktor kritikal dalam  usaha penanggulangan 
kemiskinan yang efektif.  Menurut Krishnamurti (2003) sebagaimana dikutip oleh 
Ashari (2006:153) menyebutkan peningkatan akses dan pengadaan sarana 
penyimpanan, pembiayaan dan asuransi yang efisien dapat membangun 
keberdayaan kelompok miskin dan peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan, 
melalui:  
1) Tingkat konsumsi yang  lebih pasti dan tidak  befluktuasi 
2) Mengelola risiko dengan lebih baik 
3) Secara  bertahap memiliki kesempatan untuk membangun aset 
4) Mengembangkan  kegiatan usaha mikronya 
5) Menguatkan kapasitas perolehan pendapatannya 
6) Dapat merasakan tingkat hidup yang lebih baik. 
Tanpa akses yang cukup pada LKM, hampir seluruh rumah tangga 
miskin akan bergantung pada kemampuan pembiayaannya sendiri yang sangat 
terbatas atau pada lembaga keuangan informal seperti rentenir, tengkulak atau 
pelepas uang. Kondisi ini akan membatasi kemampuan kelompok miskin 

















































Kelompok miskin yang umumnya tinggal di pedesaan dan berusaha di 
sektor pertanian justru seharusnya lebih diberdayakan agar mereka bisa keluar 
dari lingkaran kemiskinan. Ashari (2006:152) menyatakan bahwa “Potensi yang 
dapat diperankan LKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi sangat besar.” 
Setidaknya ada lima alasan untuk mendukung  argumen  tersebut, yaitu: 
1) LKM umumnya berada atau minimal dekat dengan kawasan pedesaan 
sehingga dapat dengan mudah diakses oleh pelaku ekonomi di desa. 
2) Masyarakat desa lebih menyukai proses yang singkat dan tanpa banyak  
prosedur. 
3) Karakteristik umumnya membutuhkan platfond kredit yang tidak terlalu 
besar sehingga sesuai dengan kemampuan  finansial LKM. 
4) Dekatnya lokasi LKM dan petani memungkinkan pengelola LKM 
memahami betul karakteristik usaha tani sehingga dapat mengucurkan 
kredit secara tepat waktu dan jumlah. 
5) Adanya keterkaitan socio-cultural serta hubungan yang bersifat personal- 
emosional diharapkan dapat mengurangi sifat moral hazard dalam  
pengembalian kredit. 
Jadi, peran LKM yang didukung dengan kemudahan akses, prosedur, dan 
kedekatan terhadap masyarakat akan membantu keberdayaan kelompok miskin 
terutama untuk meningkatkan produktivitasnya melalui usaha kecil yang mereka 
jalankan agar tidak terus menerus bergantung pada kemampuan orang lain atau 
dirinya sendiri yang amat terbatas serta  dapat meningkatkan taraf hidupnya. 
e. Permasalahan LKM 
Menurut Soetanto Hadinoto (2005:80) permasalahan LKM dibedakan 
menjadi internal dan eksternal. Dia menyatakan “Yang bersifat internal meliputi 
keterbatasan sumberdaya manusia, manajemen yang belum efektif sehingga 
kurang efisien, serta keterbatasan modal. Sementara faktor yang bersifat eksternal 
meliputi kemampuan monitoring yang belum efektif, pengalaman yang lemah, 
serta infrastruktur yang kurang mendukung”.  
Ashari (2006:154) juga menyatakan “perkembangan LKM masih 
dihadapkan  pada berbagai kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal”. 


















































1) Permasalahan internal. 
Permasalahan internal yang dihadapi LKM adalah aspek operasional 
yang menyangkut kemampuan LKM dalam menghimpun dana. Sebagian besar  
LKM masih terbatas kemampuannya karena masih tergantung kepada jumlah  
anggota/nasabah serta besaran modal sendiri. Kemampuan SDM LKM dalam  
mengelola usaha sebagian besar juga masih terbatas, sehingga dalam jangka 
panjang  akan mempengaruhi perkembangan LKM, bahkan bisa menjadi faktor 
penghambat yang cukup serius. 
2) Permasalahan eksternal. 
Permasalahan eksternal yang dihadapi LKM adalah aspek kelembagaan. 
Aspek ini mengakibatkan bentuk LKM yang beraneka ragam. BRI Udes dan BPR 
adalah bentuk LKM yang secara kelembagaan lebih jelas karena mengacu pada 
ketentuan perbankan dengan pembinaan dari Bank Indonesia. LKM jenis ini lebih 
terarah dan terjamin kepercayaannya karena bagian dari kerangka Arsitektur 
Perbankan Indonesia (API) dan berhak mendapatkan fasilitas dari Lembaga 
Penjamin Simpanan (LPS).  
Sementara itu, pada LKM yang berbentuk  koperasi simpan  pinjam  atau 
unit simpan pinjam, segala ketentuan operasional dan arah pengembangannya 
mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian KUMK. Bahkan untuk 
LKM lain seperti BKD, LDKP, Credit Union, maupun lembaga non pemerintah 
lainnya, tidak jelas kelembagaannya dan pembinanya. Padahal, jika dilihat dari 
fungsi LKM sebenarnya tidak berbeda dengan lembaga formal yaitu sebagai 
lembaga intermediasi keuangan. Kondisi kelembagaan yang beragam dan tidak 
jelas tersebut, akan dapat mempersulit pengembangan LKM di masa mendatang. 
Pendapat yang telah dikemukakan oleh Soetanto Hadinoto dan Ashari 
tersebut memiliki persamaan yang mendasar mengenai permasalahan LKM yaitu 
faktor modal yang terbatas dan SDM yang rendah dalam manajemen sebagai 
masalah internal serta faktor kelembagaan atau infrastruktur yang belum 
mendukung sebagai masalah eksternal. Dari jumlah UKM sebesar 42 jutaan, 
ternyata yang menikmati akses permodalan dari lembaga keuangan, baik  

















































Berdasarkan pendapat tersebut, artinya lebih dari 75% UKM masih 
mengandalkan sumber pembiayaan dari modal sendiri sehingga usaha yang 
dijalankan bisa berada dalam tingkat under capacity. Permasalahan-permasalahan 
tersebut mengakibatkan aktivitas pembiayaan yang dilakukan oleh LKM terhadap 
UKM belum berjalan secara optimal. Kondisi inilah yang mengakibatkan 
pelayanan LKM terhadap usaha mikro masih belum mampu menjangkau secara 
luas terutama di wilayah pedesaan, padahal pengembangan LKM secara luas akan 
sangat penting peranannya dalam membantu investasi bagi usaha mikro dan kecil. 
4. Tinjauan Koperasi 
a. Pengertian Koperasi  
Salah satu bentuk LKM di Indonesia adalah koperasi. Koperasi sebagai 
bagian dari LKM tentu memiliki peran dan permasalahan yang secara umum sama 
dengan LKM itu sendiri. Berikut akan dibahas secara khusus mengenai LKM 
bukan bank yaitu koperasi. Secara harfiah, koperasi berasal dari bahasa Inggris, 
yaitu coperation yang terdiri dari dua suku kata yaitu co yang berarti bersama dan 
operation yang berarti bekerja. Jadi, koperasi berarti bekerja sama, sehingga 
setiap bentuk kerja sama dapat disebut koperasi.  
Definisi koperasi secara istilah menurut Bung Hatta sebagai Bapak 
Koperasi Indonesia, dalam Sriyanto (ahim.staff.gunadarma.ac.id/Downloads 
/files/9893/BAB+II.ppt pengertian dan prinsip2 koperasi, 21 Maret 2010) 
“Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi 
berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh 
keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang untuk semua dan 
semua untuk seorang”.  
Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
Indonesia, disebutkan pada pasal 1 bahwa, “Koperasi adalah badan usaha yang 
beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai 
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan 
pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota koperasi yaitu: 

















































2) Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi 
yang memiliki lingkup lebih luas. 
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 paragraf 1 
(SAK:2004), menyatakan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang 
mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para 
anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk 
meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja 
pada umumnya”.  
Dari beberapa pengertian koperasi di atas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan 
usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat 
yang lebih besar dengan biaya rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan 
diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Asosiasi berbeda dengan kelompok, 
asosiasi terdiri dari orang orang yang memiliki kepentingan yang sama, lazimnya 
yang menonjol adalah kepentingan ekonomi. Berbagai pengertian tersebut, dapat 
diketahui pula ciri khas yang terkandung dalam koperasi yaitu : 
1) Koperasi merupakan kumpulan orang-orang dan bukan modal. Ini berarti 
bahwa koperasi benar-benar mengabdi kepada kemanusiaan bukan pada 
kebendaan. 
2) Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar kepentingan 
ekonomi yang sama. 
3) Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai Pancasila 
untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, 
keadilan, persamaan, dan demokrasi.  
4) Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi 
anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota. 
5) Koperasi Indonesia bekerja sama, bergotong-royong berdasarkan persamaan 
derajat, persamaan hak dan kewajiban, yang berarti bahwa koperasi 
merupakan modal demokrasi ekonomi dan sosial. Karena dasar koperasi ini, 
maka koperasi adalah milik para anggotanya. 

















































b. Tujuan Koperasi 
Tujuan koperasi seperti pernyataan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 
pasal 3 yaitu “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada 
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 
perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, 
dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.  
Menurut Bung Hatta (http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/10/tujuan-
koperasi-2/, 21 Maret 2010), “Tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang 
sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi 
pelaku ekonomi skala kecil”. Tujuan koperasi tersebut masih bersifat umum. Oleh 
karena itu, setiap koperasi perlu manjabarkan ke dalam bentuk tujuan yang lebih 
dapat dioperasikan sehingga akan memudahkan pihak manajemen dalam 
mengelola koperasi. 
c. Prinsip Koperasi 
Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 5 ayat (1) disebutkan 
prinsip koperasi, yaitu: 
1) Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka. 
2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 
3) Pembagian  SHU dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya 
jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam 
koperasi). 
4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 
5) Kemandirian. 
Masih menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 5 tersebut, 
disebutkan juga prinsip koperasi yang lain, yaitu pendidikan perkoperasian yang 
bertujuan agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif bagi 
perkembangan koperasi. Koperasi memberikan informasi kepada masyarakat 
umum, mengenai hakekat dan manfaat berkoperasi. Prinsip berikutnya adalah 
kerja sama antarkoperasi. Dengan bekerja sama secara lokal, nasional, regional 
dan internasional maka gerakan koperasi dapat melayani anggotanya dengan 


















































d. Peran Koperasi 
Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional berperan 
menggerakkan ekonomi rakyat karena dalam UU No. 25 tahun 1992 pasal 4, 
koperasi berfungsi: 
1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 
2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 
manusia dan masyarakat. 
3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 
ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. 
4) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang 
merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi 
ekonomi  
Koperasi menjadikan kondisi sosial dan ekonomi rakyat menjadi lebih 
baik dibanding sebelum bergabung dengan koperasi. Berikut ini beberapa manfaat 
koperasi menurut Syadiash (http://syadiashare.com/pengertian-sejarah-lambang-
gerakan-koperasi.html, 21 Maret 2010), yaitu: 
1) Memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang relatif murah. 
2) Memberikan kemudahan bagi anggotanya untuk memperoleh modal usaha. 
3) Memberikan keuntungan bagi anggotanya melalui Sisa Hasil Usaha (SHU). 
4) Mengembangkan usaha anggota koperasi. 
5) Meniadakan praktik rentenir. 
Begitu pentingnya peran koperasi, maka koperasi harus terus 
berkembang sebagai soko guru perekonomian yang mampu menggerakkan 
ekonomi rakyat secara mandiri.  Jadi, peran koperasi di antaranya adalah: 
1) Meningkatkan taraf hidup masyarakat; 
2) Mengembangkan demokrasi ekonomi; 
3) Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara 

















































e. Perangkat Organisasi 
Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 21 disebutkan 
perangkat organisasi koperasi terdiri dari: 
1) Rapat Anggota  
Rapat anggota adalah wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan 
tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka segala 
kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota 
terlebih dahulu, termasuk pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian personalia 
pengurus dan pengawas. Rapat anggota juga menetapkan anggaran dasar, 
mengesahkan rencana kerja, dan menetapkan pembagian SHU. 
2) Pengurus  
Pengurus adalah badan yang dibentuk oleh rapat anggota dan disertai dan 
diserahi mandat untuk melaksanakan kepemimpinan koperasi, baik di bidang 
organisasi maupun usaha. Anggota pengurus dipilih dari dan oleh anggota 
koperasi dalam rapat anggota. Tugas pengurus koperasi antara lain, mengelola 
koperasi dan anggotanya, mengajukan rancangan kerja koperasi, dan membuat 
laporan keuangan dan pertanggung jawabannya. Dalam menjalankan tugasnya, 
pengurus bertanggung jawab terhadap rapat anggota. Atas persetujuan rapat 
anggota pengurus dapat mengangkat manajer untuk mengelola koperasi. Namun 
pengurus tetap bertanggung jawab pada rapat anggota. 
3) Pengawas  
Pengawas adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan 
terhadap kinerja pengurus. Anggota pengawas dipilih oleh anggota koperasi di 
rapat anggota. Dalam pelaksanaannya, pengawas berhak mendapatkan setiap 
laporan pengurus, tetapi merahasiakannya kepada pihak ketiga. Pengawas 
bertanggung jawab kepada rapat anggota. 
f. Modal Koperasi 
Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan 
kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Berdasarkan Undang-Undang 

















































Modal Sendiri dan Modal Pinjaman”. Modal Sendiri meliputi sumber modal 
sebagai berikut: 
1) Simpanan Pokok 
Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh 
anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok 
tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota 
koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota. 
2) Simpanan Wajib 
Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan 
oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya 
tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan 
wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi 
anggota koperasi. 
3) Dana Cadangan 
Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan 
Sisa Hasil usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian 
kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup 
kerugian koperasi bila diperlukan. 
4) Hibah 
Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai 
dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan 
tidak mengikat. 
Adapun Modal Pinjaman koperasi berdasarkan Undang-Undang No. 25 
tahun 1992 Pasal 41 berasal dari pihak-pihak sebagai berikut: 
1) Anggota 
2) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya  
3) Bank dan lembaga keuangan lainnya  
4) Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya  
 
Jadi, modal koperasi yang utama adalah modal sendiri, selanjutnya sumber 
permodalan boleh berasal dari koperasi lain, bank atau lembaga keuangan lain 

















































g. Bentuk dan Jenis Koperasi 
Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 1 ayat 3 dan 4, 
dijelaskan bahwa koperasi terdiri atas dua bentuk yaitu koperasi primer dan 
koperasi sekunder. Dalam pasal 3, dijelaskan bahwa “Koperasi primer adalah 
koperasi yang didirikan oleh/dan beranggotakan orang-seorang”. Lebih lanjut 
pada pasal 6 ayat 1, menyatakan bahwa “Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-
kurangnya 20 (dua puluh) orang. Sedangkan koperasi sekunder menurut undang-
undang nomor 25 pasal 1 ayat 4 dijelaskan bahwa “Koperasi sekunder adalah 
koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi”. Pada pasal 6 ayat 2 
menyatakan bahwa “Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya tiga 
koperasi”. 
Secara umum, koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan jenis 
usahanya atau kepentingan ekonomi anggotanya. Dasar untuk menentukan jenis 
koperasi tersebut adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi 
anggotanya, yaitu sebagai berikut: 
1) Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani kegiatan peminjaman 
dan penyimpanan uang para anggotanya. 
2) Koperasi konsumsi adalah koperasi yang usahanya memenuhi kebutuhan 
sehari-hari anggota koperasi. 
3) Koperasi produksi adalah koperasi yang anggotanya menghasilkan produk 
dan kemudian dijual atau dipasarkan melalui koperasi. 
Bila dilihat dari keanggotaannya, koperasi dapat dibedakan menjadi 
berikut: 
1) Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat 
pedesaan dan melayani kebutuhannya, terutama kebutuhan dibidang 
pertanian. 
2) Koperasi Pasar adalah koperasi yang beranggotakan pedagang pasar. 
3) Koperasi Sekolah adalah koperasi yang beranggotakan siswa-siswa sekolah, 
karyawan sekolah dan guru. 


















































Koperasi beraneka ragam bentuk dan jenisnya, seperti KUD, koperasi 
konsumsi, atau koperasi sekunder. Contoh-contoh tersebut perlu diklasifikasi 
sesuai dengan fungsi atau anggotanya. Koperasi konsumsi, simpan pinjam, dan 
produksi termasuk dalam jenis koperasi menurut fungsi atau usahanya. KUD yang 
beranggotakan petani, KPN yang beranggotakan pegawai negeri, dan koperasi 
sekolah yang beranggotakan warga sekolah merupakan jenis koperasi berdasarkan 
profesi anggotanya. Koperasi menurut bentuknya dibedakan menjadi koperasi 
primer dan koperasi sekunder, karena minimal tiga koperasi primer dapat 
bergabung dan bekerjasama membentuk satu koperasi sekunder. 
h. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Usaha Simpan Pinjam (USP) 
Menurut PP No.9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan 
Pinjam (http://manajemen-koperasi.blogspot.com/, 10 Maret 2011) disebutkan 
definisi-definisi yang berkaitan tentang KSP/USP, yaitu sebagai berikut: 
1) Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk 
menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan 
pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon 
anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau 
anggotanya. 
2) Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya 
usaha simpan pinjam. 
3) Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang 
usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang 
bersangkutan. 
4) Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, 
koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam 
bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka. 
5) Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya 
dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu 
tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang 
bersangkutan. 
6) Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya 
dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan 
menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan 
koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan 
Koperasi. 
7) Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

















































pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 
tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan. 
 
Usaha koperasi simpan pinjam berbentuk Koperasi Simpan Pinjam 
(KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) tergolong pada LKM formal.KSP/USP 
didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman 
dengan mudah dan bunga ringan. KSP/USP juga berusaha untuk mencegah para 
anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka 
memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur 
pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya. Koperasi ini 
menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali 
dana tersebut kepada para anggotanya.  
Namun, dalam perjalanannya, KSP/USP juga mengalami hambatan 
seperti yang diungkapkan Soetanto Hadinoto (2005:133) sebagai berikut: 
Walaupun, peraturan perundangan dan aturan pendukung lainnya cukup 
lengkap, ternyata masih belum dapat mendorong secara signifikan 
peningkatan kualitas KSP dan USP. Bahkan banyak koperasi simpan pinjam 
yang tidak untuk melayani anggota, tetapi lebih banyak melayani 
masyarakat lainnya yang bukan anggota. Bahkan cukup banyak ditemui 
KSP-KSP yang beroperasi saat ini, lebih banyak menguntungkan atau 
berorientasi kepada kepentingan anggota sebagai pemilik dan sangat kurang 
memperhatikan kepentingan anggota/calon anggota sebagai pelanggan, 
yaitu sebagai penyimpan dan peminjam. 
Sularso (2002) dalam Soetanto Hadinoto (2005:135) mengemukakan 
potensi kerawanan pada KSP/USP, yaitu: 
1) USP sebagai salah satu unit dalam koperasi. 
2) KSP/USP mengembangkan pelayanan pada bukan anggota  
3) KSP/USP dijadikan sebagai payung legal pelepas uang 
4) Tidak pruden dalam memberikan pinjaman 
5) Kurang memperhatikan aspek akuntabilitas dan transparansi 
Menurut Tamba (2003) dengan mengutip data Kementerian Koperasi & 
UKM (2002) dari BPS, “Jumlah Usaha Besar adalah 2.095 unit. Sedangkan usaha 
menengah 57.743 unit. Usaha kecil ada sebanyak 40.137.773 unit”. Dengan 
demikian, usaha kecil menjadi sasaran utama pelayanan KSP/USP. Selanjutnya 

















































1) Usaha Kecil tidak begitu membutuhkan modal kerja maupun investasi 
yang cukup besar.Modal yang dibutuhkan per usaha kecil rata-rata 
sekitar Rp 10 juta.  
2) Usaha Kecil lebih dominan menggunakan sumber daya lokal sehingga 
tidak begitu berpengaruh terhadap fluktuasi valuta asing. Faktor ini 
mengakibatkan usaha kecil lebih stabil, sehingga pembayaran cicilan 
pinjaman pun relatif akan lebih pasti.  
3) Usaha Kecil masih memiliki budaya malu bila mereka tidak membayar 
utangnya. 
 
Pertumbuhan struktur permodalan koperasi per tahun menggambarkan 
tingkat ketergantungan koperasi terhadap eksternal. Semakin kecil rasio modal 
sendiri terhadap modal luar maka semakin besarlah tingkat ketergantungan kepada 
eksternal. Bila hal ini terjadi pada suatu koperasi, maka pengelola koperasi akan 
lebih mengutamakan kepentingan non anggota daripada kepentingan anggota. 
(Halomoan Tamba, 2003). Eksistensi KSP/USP pada koperasi akan terjamin 
apabila kinerja usaha yang ditunjukkan oleh pertumbuhan usaha yang signifikan 
didukung secara kuat oleh adanya kebijakan yang baik dan praktik-praktik yang 
sehat, dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi dan usaha serta 
pendapatan anggota. Eksistensi KSP/USP koperasi dipengaruhi tiga faktor, yaitu: 
1) Legal 
2) Kinerja usaha 
3) Kepercayaan anggota. (Hadinoto, 2005). 
Ketiga faktor tersebut pada kenyataannya di lapangan sangat terkait satu 
sama lain, sehingga paduan ketiganya sering diidentikkan dengan kesehatan KSP. 
Oleh karena itu, apabila salah satu faktor saja kinerjanya tidak baik, maka akan 
sangat berpengaruh terhadap kinerja atau kesehatan koperasi secara keseluruhan. 
Perkembangan KSP ke depan harus diarahkan untuk menjadikan KSP 
yang sehat, kuat, merata, dan sanggup menyediakan kebutuhan pembiayaan usaha 
mikro dan kecil agar mampu menghadapi tantangan untuk melaksanakan otonomi 
daerah. Pengendalian dan pembinaan atau fasilitas serta pengembangan 
kelembagaan (organisasi dan manajemen) sangat diperlukan. Demikian pula 


















































Keformalan lembaga keuangan koperasi ini di salah satu sisi sebagai 
peluang yang dapat membantu meningkatkan pemanfaatan atau optimalisasi 
potensi usahanya. Sehingga, KSP dan USP tersebut dapat bekerja sama dengan 
lembaga keuangan lainnya secara leluasa. Kondisi berkembangnya KSP dan USP 
sangat bergantung pada kemampuannya memanfaatkan peluang, baik peluang 
internal (kebutuhan anggota yang bersifat rutin dan kebutuhan anggota bagi 
tambahan modal kerja/investasi sebagai dampak dari berkembangnya usaha 
anggota yang pada umumnya sebagai pengusaha kecil) dan peluang eksternal 
(kerja sama koperasi dengan pihak lain dan mengembangkan jaringan 
antarkoperasi). 
Pengembangan jejaring antara lain meliputi jejaring: 
1) Antara KSP, mendayagunakan lembaga simpan pinjam sekunder 
yang berperan mengatur interlending di antara KSP. 
2) Antara KSP dengan lembaga keuangan lain, meningkatkan akses 
untuk dana pinjaman maupun equity (Soetanto Hadinoto, 2005:80). 
Dalam memperkuat KSP ke depan menurut (Soetanto Hadinoto, 
2005:81) ada tiga langkah yang harus dilakukan, yaitu: 
1) Harus dilakukan pemisahan KSP dan tidak boleh dicampur/ 
dilaksanakan sebagai bagian dari koperasi serba usaha, terutama bila 
KSP sudah menjadi besar dan sangat dominan. 
2) Harus segera diorganisir ke dalam kelompok-kelompok KSP sejenis 
untuk melaksanakan integrasi secara utuh, sehingga peminjaman dan 
penyaluran dana antar KSP dapat terjadi dan berjalan efektif. 
3) Perlu dikembangkan sistem asuransi tabungan anggota, asuransi 
resiko kredit serta lembaga keuangan pendukung lainnya. Di 
samping itu,pengawasan yang baik dan efektif akan menjamin 
bekerjanya mekanisme mobilisasi dana dan pemanfaatan secara 
efektif. 
Berbagai dukungan perkuatan seperti perkuatan permodalan: P2KER 
(Proyek Pengembangan Kemandirian Ekonomi Rakyat), PUK (Pengembangan 
Usaha Kecil), Dana Penghematan Subsidi BBM, MAP (Modal Awal dan 
Padanan) sangat dibutuhkan. Demikian pula pengendalian (monitoring, evaluasi, 
pengawasan, penilaian kesehatan), pengembangan pola dan lembaga penjamin 

















































5. Tinjauan Produktivitas 
a. Pengertian Produktivitas 
Produktivitas berasal dari bahasa inggris yaitu productivity yang 
merupakan gabungan 2 kata yaitu product dan activity. Adapun artinya 
merupakan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu (barang atau jasa) yang lebih 
tinggi atau lebih banyak (http://aguswibisono.com/2010/produktivitas/, 28 Januari 
2010). Ada beberapa pendapat para ahli mengenai produktivitas. Menurut J. 
Ravianto,”Produktivitas adalah suatu konsep yang menunjang adanya keterkaitan 
hasil kerja dengan sesuatu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari 
tenaga kerja”.  
Sedangkan menurut Muchdarsyah Sinungan, ”Produktivitas adalah 
hubungan antara hasil nyata maupun fisik (barang atau jasa) dengan masuknya 
yang sebenarnya, misalnya produktivitas ukuran efisien produktif suatu hasil 
perbandingan antara hasil keluaran dan hasil masukan”.Mengenai produktivitas, 
Payaman J. Simanjuntak menjelaskan,”Produktivitas merupakan perbandingan 
antara hasil yang dicapai (keluaran) dengan keseluruhan sumber daya (masukan) 
yang terdiri dari beberapa faktor seperti tanah, gedung, mesin, peralatan, dan 
sumber daya manusia yang merupakan sasaran strategis karena peningkatan 
produktivitas tergantung pada kemampuan tenaga manusia (http://mengerjakan 
tugas.blogspot.com/2009/07/produktivitas.html, 28 Januari 2010).  
Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa produktivitas 
adalah suatu perbandingan antara hasil keluaran dengan hasil masukan. 
Keefektifan ini dilihat dari beberapa faktor masukan yang dipakai dibandingkan 
dengan hasil yang dicapai. Sehingga, produktivitas dapat dirumuskan sebagai 
perbandingan antara keluaran (output) dengan pemasukan (input). Output terdiri 
dari unit produk, volume, berat, atau hasil konkrit pekerjaan. Sedangkan input 
terdiri dari waktu, sumber daya, sumber dana, dan infrastruktur (http://jiunkpe/ 
s1/eman/2006/jiunkpe-ns-s1-2006-31400285-6015-produktivitas-chapter2.pdf, 28 
Januari 2010). Untuk menghasilkan input menjadi output akan melewati suatu 





















































Gambar 1. Skema Produktivitas 
Berdasarkan rumus perbandingan output dengan input tersebut, maka 
cara untuk meningkatkan produktivitas yaitu memperbaiki operasi dengan cara 
menggunakan input yang lebih sedikit untuk memproduksi output tertentu atau 
memproduksi output lebih banyak dengan input yang tertentu. Semakin tinggi 
tingkat produktivitasnya berarti semakin banyak hasil (output) yang dicapai. 
b. Dimensi Produktivitas 
Produktivitas memiliki dua dimensi, yaitu efektivitas dan efesiensi. 
Efektivitas mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal yaitu 
pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. 
Sedangkan efesiensi berkaitan dengan upaya membandingkan input dengan 
realisasi penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan. 
Efesiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan input direncanakan 
dengan input sebenarnya. Apabila ternyata input yang sebenarnya digunakan 
semakin besar penghematannya, maka tingkat efesiensi semakin tinggi. 
Sedangkan efektivitas merupakan ukuran yang memberikan gambaran suatu target 
yang dicapai. 
6. Tinjauan Usaha Kecil Mikro (UKM) 
a. Pengertian UKM 
Krishnamurti (2003) dalam Amran Husen (2006:43) mengutip definisi 
beberapa lembaga atau instansi termasuk Undang-Undang mengenai Usaha Mikro 
Kecil. Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
(Menegkop dan UKM), bahwa “Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UM), 
adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 
200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki 
penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000”. 

















































 Namun demikian, beberapa lembaga lain mendefinisikan UKM menjadi 
dua pengertian dengan membedakan Usaha Kecil dan Usaha Mikro. Menurut UU 
No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dinyatakan bahwa: 
Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) 
kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 
sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil 
penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 
sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima 
ratus juta rupiah).  
Sedangkan menurut Bank Indonesia: 
Usaha Mikro adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin, bersifat 
usaha keluarga, menggunakan sumber daya lokal, menerapkan teknologi 
sederhana, dan mudah keluar masuk industri. Yang disebut dengan usaha 
kecil memiliki aset paling banyak Rp 200.000.000 dan memiliki 
penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. 
Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan 
kuantitas tenaga kerja, yaitu “Usaha mikro merupakan entitas usaha yang 
memiliki tenaga kerja kurang dari 5 orang termasuk tenaga kerja keluarga, usaha 
kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 9 orang, 
sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang memiliki tenaga kerja 
20 s/d 99 orang”. Sementara Bank Dunia memberikan definisi UKM berdasarkan 
kuantitas tenaga kerja dan entitas ekonomi:  
Usaha Mikro memiliki tenaga kerja kurang dari 10 orang, memiliki 
kekayaan bersih paling banyak Rp $ 100.000, tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak $ 
100.000. Usaha Kecil memiliki tenaga kerja 10 s.d 50 orang, memiliki 
kekayaan bersih paling banyak Rp $ 3.000.000, tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak $ 
3.000.000. 
UKM terdiri dari Usaha Kecil dan Usaha Mikro. Keduanya memiliki 
perbedaan baik dari segi jumlah kekayaan maupun tenaga kerja, yaitu kekayaan 
kurang dari Rp 50.000.000 dan tenaga kerja kurang dari 10 orang untuk kriteria 
usaha mikro serta kekayaan antara Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 200.000.000 
dan tenaga kerja antara 10 sampai dengan 50 orang. Jadi, usaha mikro memiliki 

















































b. Permasalahan UKM 
Peranan UKM dalam perekonomian Indonesia memang sangat penting, 
namun UKM masih memiliki banyak permasalahan yang perlu mendapatkan 
penanganan dari pemerintah. Masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh 
UKM membuat kemampuan UKM berkiprah dalam perekonomian nasional tidak 
dapat maksimal. Secara umum, UKM menghadapi dua permasalahan utama, yaitu 
masalah finansial dan masalah nonfinansial (organisasi manajemen). Masalah 
yang termasuk dalam masalah finansial diantaranya adalah (Urata, 2000; Sri 
Adiningsih, 2003:3): 
1) Kurangnya kesesuaian (terjadinya mismatch) antara dana yang 
tersedia yang dapat diakses oleh UKM; 
2) Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UKM; 
3) Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit 
yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah 
kredit yang dikucurkan kecil; 
4) Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh 
ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang 
memadai; 
5) Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi 
6) Banyak UKM yang belum bankable, baik disebabkan belum adanya 
manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya 
kemampuan manajerial dan finansial. 
Sedangkan termasuk dalam masalah organisasi manajemen (non-
finansial) diantaranya adalah: 
1) Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control 
yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti 
perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan; 
2) Kurangnya pengetahuan pemasaran, yang disebabkan oleh 
terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UKM mengenai 
pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UKM untuk 

















































3) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) karena kurangnya 
sumber daya untuk mengembangkan SDM; 
4) Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi; 
Di samping dua permasalahan utama di atas, UKM juga menghadapi 
permasalahan lain seperti yang dinyatakan Hafsah (2000) sebagaimana dikutip 
oleh Amran Husen (2006:41) bahwa permasalahan yang dihadapi UKM di 
antaranya sebagai berikut: 
1) Rendahnya profesionalisme tenaga pengelola usaha. 
2) Keterbatasan permodalan dan kurangnya akses terhadap perbankan. 
3) Kemampuan penguasaan teknologi masih kurang. 
Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor penyebab 
kegagalan sektor usaha kecil untuk berkembang di antaranya: 
1) Lemahnya kemampuan di dalam pengambilan keputusan (poor 
decision making ability). 
2) Ketidakmampuan di dalam manajemen(management incompetence). 
3) Kurang berpengalaman (lack of experience). 
4) Lemahnya pengawasan keuangan (poor financial 
control).(Scarborough dan Zimmerer, 1993: 12; Amran Husen, 
2006: 42). 
Sedangkan Brom dan Longenecker (1979:31) dalam Amran Husen 
(2006:42) menyatakan kegagalan yang dialami usaha kecil disebabkan oleh: 
1) Kemerosotan posisi modal kerja (deterioration of working capital) 
2) Penurunan volume penjualan (declining sales) 
3) Penurunan laba atau keuntungan (declining profits) 
4) Meningkatnya utang (increasing debt) 
Usaha Mikro Kecil memiliki banyak permasalahan yang perlu 
diperhatikan oleh pemerintah untuk mengatasi keterbatasan akses ke kredit 
bank/sumber permodalan lain dan akses pasar. Selain itu kelemahan dalam 
organisasi, manajemen, maupun penguasaan teknologi juga perlu dibenahi. Dari 
beberapa permasalahan yang masing-masing telah diungkapkan di atas oleh para 
ahli, maka penulis menyimpulkan bahwa masalah permodalan merupakan faktor 
yang mendasar. Seperti pendapat Brom dan Longenecker, kemerosotan modal 
kerja menyebabkan volume penjualan menurun sehingga laba yang diperoleh juga 

















































kekurangan. Hal ini tentunya membutuhkan penanganan yang serius serta terkait 
erat dengan kebijakan pemerintah yang dibuat untuk mengembangkan UKM.  
Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan UKM, 
pemerintah melakukan upaya seperti yang tercantum dalam pasal 21 Undang-
Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagaimana ayat (1) Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil; 
dan ayat (2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari 
penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil 
dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. 
Selanjutnya pada pasal 22 juga disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan 
sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, pemerintah melakukan upaya: 
1) Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan 
lembaga keuangan bukan bank. 
2) Peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui 
koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional 
dan syariah. 
 
7. Produktivitas Usaha Kecil Mikro (UKM) 
Produktivitas merupakan salah satu faktor penting dalam kesejahteraan 
Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Produktivitas merupakan salah satu aspek 
yang menentukan keberhasilan suatu UKM dalam persaingan dunia usaha yang 
semakin ketat. Tingkat produktivitas yang dicapai UKM merupakan indikator 
seberapa efisien UKM tersebut dalam mengkombinasikan sumber daya 
ekonomisnya saat ini. Anis, Nandiroh, Supriyanto (2007) menyatakan bahwa 
“Usaha peningkatan produktivitas harus direncanakan secara baik dan sistematis 
sehingga berhasil apabila diaplikasikan ke dalam suatu perusahaan. Tahap 
pengukuran, evaluasi, perencanaan dan perbaikan harus disesuaikan dengan 
kondisi dan karakteristik masing-masing perusahaan.” Selanjutnya menurut Anis 
et.al pada umumnya terdapat 5 strategi yang dapat digunakan dalam menyusun 
usaha perbaikan produktivitas UKM, yaitu: 
1) Meningkatkan input dan output, dimana perubahan/peningkatan 

















































2) Menurunkan input dan output, dimana perubahan/penurunan input > 
daripada output. 
3) Input tetap output meningkat. 
4) Input turun, output tetap. 
5) Input turun, output meningkat. 
Apabila usaha perbaikan produktivitas telah dilakukan, maka manfaat 
peningkatan produktivitas yang dapat diperoleh UKM yaitu: 
1) Peningkatan keuntungan bagi UKM. 
2) Peningkatan kualitas produk. 
3) Peningkatan upah kepada buruh. 
Produktivitas UKM melalui pemberian kredit untuk investasi dan modal 
kerja akan menjadi sia-sia bila produk yang dihasilkan tidak dipasarkan dengan 
benar, meskipun produk tersebut memiliki nilai jual dan kualitas yang tinggi.  
Pemasaran (Inggris:Marketing) adalah proses penyusunan komunikasi 
terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa 
dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Ada 
empat komponen pemasaran yaitu:  
1) Product (produk) 
2) Price (harga) 
3) Place (tempat, termasuk juga distribusi) 
4) Promotion (promosi) 
Pemasaran memiliki tujuan (http://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran, 29 
Februari 2011) yaitu: 
1) Konsumen potensial mengetahui secara detail produk yang 
dihasilkan dan perusahaan dapat menyediakan semua permintaan 
mereka atas produk yang dihasilkan. 
2) Perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan yang 
berhubungan dengan pemasaran. Kegiatan pemasaran ini meliputi 
berbagai kegiatan, mulai dari penjelasan mengenai produk, desain 
produk, promosi produk, pengiklanan produk, komunikasi kepada 
konsumen, sampai pengiriman produk agar sampai ke tangan 
konsumen secara cepat. 
3) Mengenal dan memahami konsumen sedemikian rupa sehingga 

















































Permasalahan mendasar yang sering dihadapi pemilik usaha kecil adalah 
kurang luasnya jangkauan wilayah pemasaran. Menurut Ina Primiana (http:// 
bisnis-jabar.com/berita/mengembangkan-alternatif-pembiayaan-dan-pemasaran-
ukm.html, 29 Februari 2011) beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan bagi 
UKM dalam hal pemasaran lebih dikarenakan; 
1) Sulitnya akses pasar dikarenakan keterbatasan-keterbatasan antara 
lain membaca selera pasar, mengenal pesaing dan produknya , 
memposisikan produknya di pasar, mengenal kelemahan produknya 
diantara produk pesaing. 
2) Keterbatasan SDM untuk Usaha Mikro dan Kecil  pada umumnya 
pemilik masih melakukan semua kegiatan sendiri atau dibantu 
beberapa pegawai seperti produksi atau pengawasan produksi, 
sehingga mencari pasar menjadi terbengkalai. 
3) Standarisasi produk lemah, hal ini menyebabkan pesanan 
dikembalikan (retur) dikarenakan kualitas produk yang dihasilkan 
spesifikasinya tidak sesuai dengan pada saat pesan 
4) Hilangnya kepercayaan  pelanggan akibat ketidakmampuan 
memenuhi permintaan dalam jumlah besar , antara lain dikarenakan 
tidak tersedianya dana untuk memenuhi permintaan tersebut. 
Berdasarkan permasalahan di atas, dalam rangka memajukan usaha kecil 
yang memiliki daya saing yang kuat adalah dengan membangun strategi 
pemasaran yang baik dan tepat sasaran mengingat pemasaran merupakan upaya 
mengatur strategi dan cara agar konsumen mau mengeluarkan uang yang mereka 
miliki untuk menggunakan produk atau jasa yang dimiliki sebuah perusahaan, 
dalam hal ini adalah UKM. Strategi pemasaran berkaitan dengan bagaimana cara 
meyakinkan pembeli/pelanggan terhadap produk yang akan dijual.  
Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan 
karena strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai tujuan dari sebuah 
perusahaan sehingga dalam menjalankan usaha kecil diperlukan adanya 
pengembangan melalui strategi pemasarannya karena pada saat kondisi kritis 
justru usaha kecillah yang mampu memberikan pertumbuhan terhadap pendapatan 
masyarakat.  
Pada umumnya kegiatan pemasaran berkaitan dengan koordinasi 
beberapa kegiatan bisnis. Strategi pemasaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor 

















































1) Faktor mikro, yaitu perantara pemasaran, pemasok, pesaing dan 
masyarakat 
2) Faktor makro, yaitu demografi/ekonomi, politik/hukum, 
teknologi/fisik, dan sosial/budaya. 
Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk 
pemasaran (http://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran, 29 Februari 2011): 
1) Dari sudut pandang penjual: 
a) Tempat yang strategis (place), 
b) Produk yang bermutu (product), 
c) Harga yang kompetitif (price), dan 
d) Promosi yang gencar (promotion). 
2) Dari sudut pandang konsumen: 
a) Kebutuhan dan keinginan konsumen (customer needs and wants), 
b) Biaya konsumen (cost to the customer), 
c) Kenyamanan (convenience), dan 
d) Komunikasi (comunication). 
Dengan demikian, tingkat produktivitas menjadi sebuah patokan dalam 
UKM agar kegiatan UKM berjalan lancar, tetapi hal itu juga perlu ditindaklanjuti 
dengan pemasaran karena strategi pemasaran yang baik menyebabkan posisi 
UKM  menjadi kuat dalam kegiatan ekonomi nasional yang akhirnya membawa 
keuntungan bagi usaha tersebut sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi lebih 
terjamin karena mereka memiliki tingkat pendapatan yang layak. 
B. Kerangka Berpikir 
Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu mendapatkan 
perhatian khusus dari berbagai pihak. Upaya mengatasi masalah kemiskinan 
melalui program pembangunan yang berpusat pada rakyat yaitu pemberdayaan 
UKM. Namun, perkembangan UKM menunjukkan tidak bertahannya UKM 
dalam menjalankan aktivitas usahanya. Hal ini disebabkan minimnya modal 
usaha, manajerial lemah, dan kemampuan berwirausaha masyarakat belum 
dimilikinya. Permasalahan tersebut menjadikan UKM memiliki produktivitas 

















































kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, peran lembaga keuangan khususnya 
koperasi perlu dioptimalkan dalam upaya meningkatkan produktivitas UKM 
sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Kerangka berpikir merupakan alur penalaran yang sesuai dengan tema 
dan masalah penelitian, serta didasarkan pada kajian teoretis. Berdasarkan judul 
penelitian ini yaitu Peran Lembaga Keuangan Koperasi Giri Jaya Mete dalam 
Meningkatkan Produktivitas UKM Mete di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan 
Jatisrono Kabupaten Wonogiri 2011, maka kerangka berpikir pada penelitian ini  





















Peran Lembaga Keuangan Koperasi Giri Jaya Mete 
Faktor Sentral: UKM Mete 
Usaha-usaha yang dilakukan dalam Meningkatkan 
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A. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini mengambil tempat atau obyek penelitian di Koperasi Giri 
Jaya Mete Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri. 
Alasan dalam pemilihan tempat tersebut karena Koperasi Giri Jaya Mete 
merupakan lembaga keuangan mikro yang sangat penting untuk menyalurkan 
kredit modal usaha bagi masyarakat Kelurahan Tanjungsari yang hampir 
seluruhnya bekerja di bidang usaha mete. Selain itu, penulis ingin mengetahui 
peningkatan produktivitas UKM mete setelah adanya Koperasi Giri Jaya Mete 
yang memang didirikan untuk tujuan membantu para pengusaha mete. 
2. Waktu Penelitian 
Penulis merencanakan pelaksanaan penelitian dari Bulan Januari 2011 
sampai dengan Bulan Mei 2011. Waktu ini meliputi kegiatan persiapan sampai 
penyusunan laporan penelitian, dengan jadwal sebagai berikut: 
Tabel 3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dalam Penelitian. 
Jenis Kegiatan Januari Februari Maret April Mei 
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B. Bentuk dan Strategi Penelitian 
Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif yang 
dilakukan pada suatu obyek dan mengkondisikannya seperti apa adanya. 
“Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang 
secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia dalam kawasannya 
sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan 
dalam peristilahannya” (Kirk dan Miller, 1986:9 dalam Lexy J. Moleong, 2000:3). 
Strategi yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan 
strategi tunggal terpancang. Menurut HB Sutopo (2002:112) “Suatu penelitian 
disebut sebagai studi tunggal terpancang bilamana penelitian tersebut hanya 
dilakukan pada satu sasaran”. Sasaran dalam penelitian ini terfokus pada peran 
lembaga keuangan Koperasi Giri Jaya dalam meningkatkan produktivitas UKM 
mete di Keluarahan Tanjungsari Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri.  
C. Sumber Data 
Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sebagaimana yang dikutip Lexy 
J. Moleong (2000:112), “ Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah 
kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 
lain-lain”. Artinya, sumber data dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber 
data tertulis, foto, dan statistik. 
Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 
1) Informan 
Menurut Lexy J. Moleong (2001:90), “Informan adalah orang yang 
dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 
penelitian”. Informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar 
penelitian. Pemanfaatan informan bagi peneliti yaitu agar dalam waktu yang 
relatif singkat banyak informasi yang terjangkau, jadi sebagai internal 
sampling, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, 
atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya 

















































penelitian ini yaitu Petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 
(Disperindagkop) Kabupaten Wonogiri, Pengurus Koperasi Giri Jaya Mete 
dan pengrajin UKM mete. 
2) Tempat dan Peristiwa 
Tempat dan peristiwa yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian 
ini adalah peristiwa yang terjadi di Disperindagkop, Koperasi Giri Jaya Mete, 
dan UKM mete. 
3) Dokumen dan Arsip 
Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang 
berhubungan dengan obyek penelitian, dapat berupa laporan-laporan atau 
catatan-catatan, studi kepustakaan atau instansi terkait.  
 
D. Teknik Sampling (Cuplikan) 
Teknik sampling digunakan untuk menyeleksi dan memfokuskan 
permasalahan agar pemilihan sample lebih mengarah pada tujuan penelitian. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 
sampling atau sampel bertujuan. Sampel yang diambil ditekankan pada kualitas 
pemahamannya kepada masalah yang akan diteliti. Peneliti tidak menentukan 
sejumlah sampel, tetapi menentukan jumlah informan untuk diwawancarai guna 
memperoleh informasi tentang permasalahan yang diteliti. Informan yang akan 
diwawancarai yaitu Petugas Disprindagkop dan UMKM Wonogiri, Pengurus 
Koperasi Giri Jaya Mete dan pengrajin UKM mete sebagai anggota.  
Penentuan informan menggunakan teknik Snow-ball sampling. Menurut 
Yin dalam H.B. Sutopo (2002:37) “Snowball sampling merupakan penggunaan 
sampling tanpa persiapan tetapi mengambil orang pertama yang dijumpai, dan 
selanjutnya dengan mengikuti petunjuknya untuk mendapatkan sampling 
berikutnya sehingga mendapatkan data lengkap dan mendalam, ibaratnya bola 

















































E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang ditempuh untuk 
memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian dengan menggunakan 
suatu alat tertentu. Sesuai dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian 
ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan: 
1) Wawancara 
Definisi wawancara oleh Lexy J. Moleong (2001:135) yaitu “Percakapan 
dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu 
pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 
diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. 
Jadi, wawancara dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung dari 
informan. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth 
interviewing). Wawancara dilakukan kepada petugas Disperindagkop, 
Pengurus Koperasi Giri Jaya Mete, dan pengrajin UKM mete. 
Teknik wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data tentang: 
a) Kebijakan pemerintah daerah terhadap koperasi. 
b) Latar belakang atau sejarah didirikannya koperasi. 
c) Tata cara penghimpunan dan peminjaman dana koperasi. 
d) Kendala-kendala koperasi. 
e) Kondisi nasabah dan prospek perkembangan koperasi. 
f) Wilayah kerja lembaga terkait. 
g) Produktivitas UKM sebelum dan sesudah menerima kredit dari 
koperasi. 
2)  Observasi 
Pengamatan atau observasi dapat diklasifikasikan atas pengamatan terbuka 
dan pengamatan tertutup. Pengamatan terbuka adalah pengamatan secara 
terbuka, diketahui oleh subjek dan sebaliknya para subjek dengan sukarela 
memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati peristiwa yang 
terjadi. Sementara pada pengamatan tertutup peneliti beroperasi dan 
mengadakan pengamatan tanpa diketahui oleh subjek (Lexy J. Moleong, 

















































pengamatan terbuka. Peneliti secara legal meminta izin kepada pihak terkait 
untuk mengadakan penelitian di sana. dalam hal ini Disperindagkop, Koperasi 
Giri Jaya Mete, dan pengrajin UKM mete. Observasi dilakukan dengan 
mengamati kegiatan Disperindagkop dan UKM mete, serta transaksi 
penghimpunan dan peminjaman dana Koperasi Giri Jaya Mete. 
3) Dokumentasi 
Hadari Nawawi (1998:133) berpendapat bahwa studi dokumentasi 
adalah, “Cara mengumpulkan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk 
juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/ hukum-hukum dan lain-lain yang 
berhubungan dengan masalah penyelidikan”. Penulis menggunakan metode 
dokumentasi dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data berupa dokumen, 
arsip, catatan-catatan, serta benda-benda lainnya yang terdapat pada obyek 
penelitian, yang berhubungan dengan besarnya pinjaman yang diberikan oleh 
koperasi, struktur organisasi, sejarah koperasi, deskripsi pemberian kredit, 
kegiatan UKM, dan sebagainya. 
F. Validitas Data   
Data yang diperoleh dari penelitian harus diusahakan kebenarannya. 
Dalam penelitian ini uji validitas menggunakan metode trianggulasi. Menurut 
Lexy J. Moleong (2001:178), “Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Penelitian ini 
menggunakan teknik trianggulasi data (trianggulasi sumber). Teknik ini 
mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data, ia wajib menggunakan 
beragam sumber data yang tersedia. Artinya, data yang sama atau sejenis akan 
lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda.  
Fokus dari trianggulasi data yaitu pada perbedaan sumber data bukan pada teknik 
pengumpulan datanya.  Penggalian data dari berbagai sumber yang berbeda ini 
kelak menghasilkan data sejenis yang teruji kemantapan dan kebenarannya.  
Arahan tersebut oleh peneliti menjadi acuan bahwa informasi yang 

















































atau dokumen di Koperasi Giri Jaya Mete terkait produktivitas UKM mete 
Kelurahan Tanjungsari. Selanjutnya diolah dan diuji sehingga dapat menentukan 
ada tidaknya kesesuian antara satu jenis informasi yang berasal dari berbagai 
sumber data. 
G. Analisis Data 
Analisis data menurut Patton dalam Lexy J. Moleong (2001:103) adalah 
“Proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, 
kategori, dan satuan uraian dasar”. Sedangkan pengertian analisis data menurut 
Lexy J. Moleong (2001:103) yaitu “Proses mengorganisasikan dan mengurutkan 
data ke dalam  pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”. 
Jadi analisis data merupakan urutan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, 
dan mengategorikan data yang diperoleh dari obyek penelitian. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan model 
teknik analisis interaktif yang dimulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, 








Gambar 3. Analisis Model Interaksi menurut Milles dan Huberman 


























































H. Prosedur Penelitian 
Prosedur Penelitian merupakan tahapan-tahapan yang ditempuh dalam 
penelitian dari awal sampai akhir. Prosedur penelitian ini terdiri dari beberapa 
tahap kegiatan yaitu: 
1. Penyusunan proposal 
Rencana penelitian ini berisi semua yang akan dilakukan dalam penelitian 
yang meliputi pendahuluan, kajian teori dan metodologi penelitian. 
2. Ijin Penelitian 
Ijin penelitian dilakukan apabila proposal telah disetujui oleh dosen 
pembimbing dan Ketua Program Pendidikan Ekonomi BKK Akuntansi. 
3. Pengumpulan Data 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan 
penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 
4. Analisis Data 
Analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data untuk 
menghindari data yang tercecer.  
5. Penyusunan Laporan Penelitian 
Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses penelitian. Semua data 































































A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
1. Kelurahan Tanjungsari 
 
a. Keadaan Geografis 
Kelurahan Tanjungsari merupakan salah satu kelurahan dari 17 kelurahan 
di Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri. Kelurahan Tanjungsari terletak 
kurang lebih 25 km sebelah timur dari pusat pemerintahan Wonogiri. Kelurahan 
ini mempunyai batas wilayah sebagai berikut: 
a) Sebelah utara  : Kecamatan Jatipurno 
b) Sebelah timur  : Kelurahan Tanggulangin 
c) Sebelah selatan  : Kelurahan Gunungsari 




























































Wilayah Kabupaten Wonogiri bagian timur termasuk di antaranya adalah 
Kecamatan Jatisrono memiliki jenis tanah yang cocok untuk perkebunan mete 
karena tidak begitu banyak memerlukan air, berbeda dengan wilayah bagian 
selatan yang memiliki jenis tanah kapur. Kondisi geografis inilah yang 
mendukung mete tumbuh subur dan menjadi andalan ekonomi bagi masyarakat 
Kelurahan Tanjungsari. 





Mete 73 4763 4.836 
Cokelat 349 2501 2.850 
Kelapa 93 948 1.041 
Cengkeh 60 526 586 
Kopi 0 203 203 
Jumlah 575 8941 9.313 
(Sumber: Data Monografi Kelurahan Tanjungsari) 
Tanaman perdagangan rakyat terutama jenis tanaman mete menjadi 
andalan Kelurahan Tanjungsari selain tanaman utama seperti padi dan jagung. 
Tanaman mete menjadi faktor produksi utama bagi industri besar dan UKM mete 
di kelurahan Tanjungsari sehingga jumlahnya lebih banyak daripada tanaman 
komoditas lain seperti cokelat dan kelapa. 
Tanaman mete menjadi komoditas yang penting bagi penduduk 
Tanjungsari terutama bagi mereka yang bermata pencaharian di sektor industri 
besar maupun kecil. Hal ini disebabkan biji mete/kacang mete termasuk salah satu 
produk kacang-kacangan (nuts) yang paling banyak diperdagangkan dan 
dikelompokkan sebagai komoditi "mewah" (luxury) dibandingkan dengan kacang 
tanah atau almond. Kegunaan utama dari kacang mete adalah kudapan (snacks) 
dan juga sebagai campuran pada industri gula-gula (confectionary) atau industri 
roti (baking industry).  
b. Keadaan Demografi 

















































Komposisi penduduk berdasarkan data demografi bulan April 2010 
seluruhnya menunjukkan angka 4.104 orang yang terdiri dari 2.066 orang laki-laki 
dan 2.038 orang perempuan yang tersebar dalam 10 RW dan terbagi dalam 25 RT 
dan 1247 KK. Arus mutasi penduduk cukup rendah yang terlihat dari perpindahan 
penduduk sebanyak 5 orang, pendatang sejumlah 4 orang, dan bayi yang lahir 3 
orang. Jumlah penduduk berdasarkan golongan umur secara terperinci dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 5. Komposisi Penduduk Berdasarkan Golongan Umur 
Kel. Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 
0 – 4 118 145 263 
5 – 9 216 128 344 
10 – 14 145 201 346 
15 – 19 173 146 319 
20 – 24 210 107 317 
25 – 29 167 243 410 
30 – 39 172 198 370 
40 – 49 434 497 931 
50 – 59 150 108 258 
60 + 281 265 546 
Jumlah 2.066 2.038 4104 
(Sumber: Data Monografi Kelurahan Tanjungsari) 
Tabel di atas menunjukkan bahwa kelompok umur 40 – 49 tahun 
merupakan penduduk yang  jumlahnya paling banyak yaitu 931 jiwa diikuti 
kelompok umur 60 tahun ke atas sebesar 546 jiwa selanjutnya kelompok umur 25 
– 29 sebesar 410 jiwa. Jumlah penduduk usia produktif yaitu usia 15-59 sebesar 
2.605 orang. Kelompok usia tidak produktif antara 0 – 14 tahun dan usia 60 tahun 
ke atas sebesar 1499 orang. Jadi, setiap orang yang berusia tidak produktif 
ditanggung oleh 2 orang yang berusia produktif. 
2). Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 
Kelurahan Tanjungsari yang memiliki jumlah penduduk 4.104 jiwa, 

















































84 orang lainnya sebagai buruh tani. Pengusaha besar dan menengah berjumlah 42 
orang, pengusaha kecil 125 orang, dan 250 orang lainnya menjadi buruh industri. 
Jadi, sektor pertanian serta industri besar dan kecil (UKM) mendominasi mata 
pencaharian penduduk Kelurahan Tanjungsari. Jumlah tersebut disajikan dalam 
tabel mata pencaharian penduduk Tanjungsari yang berusia 10 tahun ke atas. 
Tabel 6. Mata Pencaharian Penduduk Tanjungsari 
Mata Pencaharian Jumlah Penduduk 
Petani Sendiri 345  Orang 
Buruh Tani 84  Orang 
Pengusaha Besar/ Menengah 42  Orang 
Pengusaha Kecil 125  Orang 
Buruh Industri 250  Orang 
Buruh Bangunan 210  Orang 
Pedagang 85  Orang 
Pengangkutan 75  Orang 
Pegawai Negeri 45  Orang 
ABRI 3  Orang 
Pensiunan 41  Orang 
Lain-lain 325  Orang 
Jumlah 1.630 Orang 
(Sumber: Data Monografi Kelurahan Tanjungsari) 
2. Koperasi Serba Usaha (KSU) Giri Jaya Mete 
 
a. Sejarah KSU Giri Jaya Mete  
Koperasi  Serba Usaha Giri Jaya Mete didirikan  seiring  dengan 
perkembangan  perkoperasian  Indonesia  yang  berlandaskan  Pancasila  dan  
UUD 1945  serta  berdasarkan  atas  azas  kekeluargaan  yang  sesuai  dengan  
ketentuan Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  25  Tahun  1992  Pasal  2  
Tentang Perkoperasian yaitu  koperasi  harus  tumbuh  dan  berkembang  menjadi  
dasar perekonomian  Indonesia  untuk  mencapai  masyarakat  adil  dan  makmur 
berdasarkan Pancasila.  
Penyebab khusus yang melatarbelakangi berdirinya KSU Giri Jaya Mete 
adalah banyaknya usaha kecil terutama usaha mikro (pengrajin mete) yang selama 
ini kurang terjangkau oleh lembaga perbankan dalam akses permodalan. Jumlah 

















































rentenir yang sangat memberatkan. Oleh karena itu, masyarakat setempat terutama 
para pengusaha mete bersama-sama mendirikan sebuah lembaga formal Koperasi 
Serba Usaha Giri Jaya Mete. Koperasi ini didirikan pada  tanggal 10 Oktober 
1998 dan beranggotakan 20 orang dengan simpanan pokok Rp 100.000,00, 
simpanan  khusus Rp 400.000, dan simpanan wajib Rp 5.000,00 serta hibah dari 
LEPMM (Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri) sebesar Rp 
59.000.000,00. 
Kantor KSU Giri Jaya Mete yang pada awalnya bertempat di rumah 
milik Bapak Suraji Kelurahan Tanjungsari. Pada tanggal 12 Juli 2002 pindah ke 
kantor yang baru dan diresmikan oleh Bupati Wonogiri, H. Begug Purnomosidi. 
Kantor KSU Giri Jaya Mete kini beralamat di Jalan Raya Jatisrono - Slogohimo 
Km.3 Kelurahan Tanjungsari RT 01/X Kecamatan Jatisrono, Kabupaten 
Wonogiri. Berdasarkan akta pendirian dan Anggaran Dasar (AD), KSU  Giri Jaya 
Mete berbadan hukum Nomor 18/BH/KDK 11-29/X/98, maka KSU Giri Jaya 
Mete  telah  disahkan oleh  Menteri  Negara  urusan Koperasi Usaha Kecil dan 
Menengah, dengan akta pendirian melalui kantor pemerintah Dinas Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonogiri.  
KSU Giri Jaya Mete memiliki bidang usaha yaitu Unit Simpan Pinjam 
(USP), sementara toko kelontong yang seharusnya dijalankan oleh KSU sekarang 
sudah tidak beroperasi lagi sehingga usaha KSU Giri Jaya Mete lebih berkembang 
pada bidang simpan pinjam atau USP meskipun berbadan hukum Koperasi Serba 
Usaha.  
b. Tujuan KSU Giri Jaya Mete 
Sesuai dengan tujuan koperasi seperti yang tercantum dalam Undang-
Undang No.12 tahun 1995 tentang Perkoperasian, yaitu: ”Memajukan 
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut 
membantu tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat 
yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945”, maka tujuan KSU Giri Jaya Mete adalah meningkatkan kesejahteraan 

















































c. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi merupakan alat pembantu pencapaian sasaran yang 
telah ditetapkan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam suatu 
organisasi serta  memperlancar  hubungan  fungsi-fungsi  dan  wewenang  antar  
anggota organisasi. Sebuah struktur yang terkandung dalam lembaga disebut 
sebagai alat yang dipergunakan untuk mengaktualisasi konsep yang ada. Struktur 












Gambar 5. Struktur Organisasi KSU  Giri Jaya Mete 
Sejak koperasi berdiri hingga saat ini anggota yang menjabat sebagai 
pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi tidak pernah ada pergantian kecuali 
pada jabatan bendahara yang semula dipegang oleh Bapak E.Sardi dan sekretaris 
oleh Bapak Giyanto. Hal ini dikarenakan anggota mengusulkan demikian, yaitu 
kepercayaan penuh kepada para pengurus lama dan tanpa diperlukan adanya 
penggantian. 
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Ketua          : Suharto 
Sekretaris   : Nur Ary Wiyanti 
Bendahara  : Giyanto 
DEWAN PENGAWAS 
Ketua      : Suraji 
Anggota  : Sunarto 

















































d. Tugas Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSU Giri Jaya Mete. 
Bidang Organisasi KSU Giri Jaya Mete terdiri dari pengurus, pengawas, 
dan pengelola (administrasi) yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut : 
1) Pengurus 
Tugas pengurus di antaranya adalah: 
a) Bertindak selaku pengendali dan pengawas bidang organisasi dan 
usaha. 
b) Mengelola usaha koperasi dengan dibantu karyawan. 
c) Mengadakan pembukuan yang benar dan jelas. 
d) Melakukan pencegahan untuk menyelamatkan harta kekayaan 
koperasi  
e) Melaporkan kepada anggota dalam rapat anggota 
f) Mengembangkan perusahaan anggota dan melaporkan pada rapat 
anggota semua perubahan baik status maupun jumlah kekayaan 
koperasi.  
g) Mengadakan dan menghadiri rapat. 
h) Membuat dan menandatangani surat berharga. 
2) Pengawas 
Tugas pengawas adalah mengawasi jalannya koperasi. 
3) Administrasi 
Tugas personil administrasi di antaranya adalah: 
a) Mengurus arsip-arsip serta surat masuk dan surat keluar 
b) Mencatat kegiatan rapat 
c) Membuat laporan bulanan 
e. Personalia 
1) Pengurus, Pengelola, dan Pengawas KSU Giri Jaya Mete 
Tabel 7. Pengurus KSU Giri Jaya Mete 
No Nama Jabatan 
1. Suharto Ketua 
2. Nur Ary Wiyanti Sekretaris 

















































Tabel 8. Pengelola KSU Giri Jaya Mete 
No Nama Jabatan 
1. Suharto Manager 
2. Suharto USP 
3. Giyanto Distribusi 
4. Giyanto Jasa Produksi dan Pemasaran 
5. Nur Ary Wiyanti Administrasi 
6. Nur Ary Wiyanti Kasir 
Bapak Suharto juga merangkap sebagai manager dan USP di samping 
ketua pengurus. Personel distribusi serta jasa produksi dan pemasaran dikelola 
oleh Bapak Giyanto. Ibu Nur Ary Wiyanti juga merangkap sebagai tenaga 
administrasi dan kasir di samping sekretaris. Hal ini karena jumlah SDM yang 
terbatas di samping kurangnya biaya tenaga kerja. 
Tabel 9. Pengawas KSU Giri Jaya Mete 
No Nama Jabatan 
1. Suraji Ketua 
2. Sunarto Anggota 
3. Sudarto Anggota 
 
2) Anggota KSU Giri Jaya Mete 
Seluruh nasabah KSU Giri Jaya Mete yang mayoritas berasal dari 
pengrajin mete merupakan anggota, akan tetapi status keanggotaan tersebut tidak 
sama, yakni dibedakan atas dua kelompok, yakni: 
a) Anggota Biasa 
Merupakan anggota penuh KSU Giri Jaya Mete yang telah membayar 
Simpanan Pokok Rp 10.000,00 dan Simpanan Wajib Rp 5.000,00. Jumlah 
anggota biasa tercatat sebanyak 58 orang pada tahun 2011. Anggota biasa disebut 
juga anggota pemegang simpanan pokok yang memiliki hak suara dalam Rapat 
Anggota Tahunan (RAT) dan hak untuk mendapatkan pembagian Sisa Hasil 


















































b) Calon Anggota 
Status keanggotaan ini diberikan kepada para nasabah yang hanya 
menggunakan jasa layanan KSU Giri Jaya Mete tanpa memberi penyertaan berupa 
simpanan pokok, simpanan khusus, atau simpanan wajib, tetapi dikenakan biaya 
admisnistrasi yang lebih tinggi dari anggota biasa. Jumlah calon anggota tercatat 
sebanyak 202 orang nasabah peminjam dana koperasi. 
f. Permodalan KSU  Giri Jaya Mete 
Permodalan KSU Giri Jaya Mete terdiri dari modal sendiri dan modal  
pinjaman. Sebelum RAT 2010, modal sendiri KSU Giri Jaya Mete berasal dari 
simpanan anggota yang terdiri atas Simpanan Pokok Rp 100.000,00, Simpanan 
Khusus Rp 400.000,00, Simpanan Wajib Rp 5.000,00, dan Simpanan Sukarela. 
Setelah RAT 2010, terdapat perubahan mengenai simpanan anggota. Modal 
sendiri KSU Giri Jaya Mete terdiri atas:  
1) Simpanan Anggota 
a) Simpanan Pokok sebesar Rp 10.000,00 
b) Simpanan Wajib sebesar Rp 5.000,00 
c) Simpanan Sukarela 
2) Tabungan Simprades 
3) Modal dan Penyisihan SHU 
4) Hibah dari LEPMM 
Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga KSU Giri Jaya Mete Bab VIII 
tentang Usaha dan Permodalan, dijelaskan dalam memenuhi kebutuhan anggota, 
pengurus dengan persetujuan pengawas dapat bekerjasama dengan pihak ketiga 
yang menguntungkan. Sampai dengan 2011 modal yang berasal dari pihak ketiga 
diantaranya adalah Dana LEPMM  yaitu sebesar Rp 59.000.000,00 sebagai hibah 
dari pemerintah melalui Disperindagkop dan UMKM serta modal pinjaman dari 
P3KUM (Program Pembiayaan Produktif Koperasi Usaha Mikro) sebesar Rp 
100.000.000,00 pada tahun 2008 untuk jangka waktu 10 tahun. 

















































Data yang sudah diperoleh di lapangan perlu dideskripsikan ke dalam 
permasalahan yang dikemukakan sehingga memudahkan dalam menganalisis. 
Industri kecil dan mikro kacang mete sebagai salah satu usaha andalan masyarakat 
Kelurahan Tanjungsari memiliki potensi usaha berbasis rakyat yang menjanjikan. 
Selain memiliki prospek usaha yang menjanjikan, industri kecil kacang mete 
mampu menghidupkan perekonomian masyarakat Kelurahan Tanjungsari. 
Pentingnya industri kacang mete dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
Kelurahan Tanjungsari tidak lepas dari  tingkat produktivitas UKM mete.  
Semakin meningkat produktivitasnya maka semakin sejahtera 
masyarakatnya, begitu juga sebaliknya. Produktivitas UKM mete tidak akan 
meningkat tanpa adanya dukungan modal untuk menjalankannya. Dukungan 
modal tersebut yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam melangsungkan usaha 
kacang mete menjadi hal yang penting.  
Adanya keterbatasan modal yang akan mengganggu kelangsungan usaha 
mete, maka bantuan modal sangat diperlukan oleh para pengrajin mete. Peranan 
lembaga keuangan dalam memberikan bantuan modal untuk menjalankan usaha 
kacang mete menjadi keharusan dalam meningkatkan produktivitas UKM mete. 
 Dalam penelitian ini akan dikemukakan peranan Deperindagkop dan 
UKM terhadap KSU Giri Jaya Mete dan UKM mete di Kelurahan Tanjungsari, 
peranan KSU Giri Jaya Mete terhadap UKM mete, kendala koperasi, dan usaha 
dalam meningkatkan produktivitas UKM mete, serta keadaan UKM mete itu 
sendiri sehingga akan mencerminkan permasalahan yang peneliti kaji yaitu 
tentang bagaiman peranan KSU Giri Jaya Mete dalam meningkatkan 
produktivitas UKM mete di Kelurahan Tanjungsari. 
C. Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Kajian Teori 
Setiap usaha yang digerakkan oleh masyarakat akan menghendaki 
keuntungan dalam  kegiatannya. Demikian pula dengan UKM mete di Kelurahan 
Tanjungsari selalu mengharapkan keuntungan untuk memperoleh kesejahteraan. 

















































memerlukan kerjasama dan peranan dari pihak lain. Peranan KSU Giri Jaya Mete 
menjadi penting ketika UKM mete mengalami permasalahan-permasalahan dalam 
menjalankan usahanya, seperti terbatasnya modal. Hal ini erat kaitannya dengan 
penyedian modal dalam menjalankan usaha UKM mete.  
Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka dapat diketahui 
peranan lembaga keuangan KSU Giri Jaya Mete dalam meningkatkan 
produktivitas UKM mete dihubungkan dengan teori yang ada. Adapun hasil 
analisis tersebut sebagai berikut: 
1. Peran Disperindagkop dan UMKM Wonogiri terhadap Kemajuan 
UKM Mete di Tanjungsari 
Disperindagkop dan UMKM sebagai tangan panjang dari pemerintah 
dalam bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM memiliki peranan 
penting karena berkaitan dengan ekonomi rakyat. Kabupaten Wonogiri yang 
sebagian besar warganya bermata pencaharian pelaku industri, baik mikro, kecil, 
menengah maupun besar menjadikan peran Disperindagkop dan UMKM sangat 
strategis. Selain berhubungan dengan ekonomi rakyat juga berhubungan langsung 
dengan  kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, peran aktif Disperindagkop dan 
UMKM harus diupayakan mampu meningkatkan perekonomian rakyat.   
Terkait dengan KSU Giri Jaya Mete dan UKM mete di Kelurahan 
Tanjungsari, upaya Disperindagkop dan UMKM antara lain, menurut Nugroho, 
Sekertaris Disperindagkop dan UMKM saat ditemui di ruang kerjanya (Rabu, 20 
April 2011 pukul 11.00), beliau mengatakan,  
“Program pengembangan koperasi yang dibiayai dari APBD ada 3 program 
tapi biasanya secara garis besar pendidikan dan pelatihan manajemen 
pengelolaan koperasi, pembinaan dan pengawasan koperasi melalui 
supervisi dalam rangka pengembangan KUKM, pembinaan KUKM 
penerima dana bergulir pemerintah dan BUMN,  bimbingan teknis 
penguatan kelembagaan koperasi, serta pembinaan, pengawasan, dan 
penghargaan Koperasi Berprestasi melalui lomba koperasi RT. Terus 
sosialisasi peraturan - peraturan pemahaman koperasi terbaru melalui rapat 


















































Disperindagkop dan UMKM juga melakukan pembinaan dan 
pemantauan terhadap perkembangan  koperasi dan UMKM di Wonogiri. Namun, 
jumlah koperasi dan UKM yang sangat banyak jumlahnya di Wonogiri membuat 
Disperindagkop dan UMKM mengalami kendala sehingga tidak dapat memantau 
secara maksimal hasil perkembangan koperasi dan UKM di Wonogiri. Nugroho 
mengungkapkan, 
“Hasilnya ada, tapi tidak semua koperasi tidak bisa dilihat, karena petugas 
koperasi kan terbatas, jadi tidak semua koperasi di Wonogiri bisa dinilai. 
Yang bisa dilihat kalau laporannya masuk atau ada yang melaporkan, 
biasanya ada penilaian tersendiri. Dari jumlah sekian itu yang laporan RAT 
paling cuma 200 - 300 nggak sampai separuh. Karena kalau nggak ada 
laporan  kan sulit menilainya. Paling nggak setahun sekali laporan. Laporan 
itu kan untuk pemantauan, kalau pegawainya datang kan jumlah personilnya 
nggak cukup”.  
Menanggapi hal tersebut, Disperindagkop dan UMKM juga menuntut keaktifan 
dan kemandirian koperasi karena Disperindagkop dan UMKM sendiri memiliki 
kendala dalam memantau perkembangan koperasi dan UKM di Wonogiri. Hal ini 
disampaikan Nugroho, beliau mengungkapkan, 
“Kalau masalah permodalan, memang sekarang prosedurnya lebih sulit dari 
tahun lalu. Sekarang kan tidak boleh pemerintah memberikan langsung. 
Kalau koperasi sekarang lewat LPDB (Lembaga Penyalur Dana Bergilir), 
tidak bisa departemen langsung memberikan kredit kepada koperasi. Terus 
APBD juga nggak boleh sekarang. Yang masih agak enak ya, itu BUMN. 
Kalau dari pemerintah harus pakai lembaga. Kami bisanya ngasih 
rekomendasi. Sekarang hanya sebagai fasilitator. Manajemen. 
Mempertemukan dengan lembaga lain. Pokoknya kalau informasi. Kalau 
koperasi nggak pernah ke kantor ya, infonya kurang. Pegawai kantor kan 
terbatas jadi nggak bisa datang ke koperasi satu per satu. Koperasi harus 
inisiatif sendiri sekarang. Kalau nunggu, ya nggak dapat informasi.” 
Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa 
Disperindagkop dan UMKM memiliki peran antara lain; 

















































b) Mengembangkan sistem pendukung usaha bagi UMKM, 
c) Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi.  
 
2. Peran Lembaga Keuangan KSU Giri Jaya Mete dalam Meningkatkan 
Produktivitas UKM Mete 
Koperasi Serba Usaha/USP Giri Jaya Mete memberikan pelayanan 
kepada anggota dan masyarakat dengan memberikan jasa simpanan dan jasa 
pinjaman. Jasa pinjaman tersebut ditujukan kepada masyarakat yang mempunyai 
usaha yang dianggap produktif, sehingga dengan adanya pemberian pinjaman 
modal dapat membantu meningkatkan produktivitas usaha para pengrajin mete 
kecil dan mikro. Jasa simpanan dan jasa pinjaman yang diberikan KSU/USP Giri 
Jaya Mete diharapkan dapat digunakan oleh anggota serta masyarakat sebagai 
tambahan atau perkuatan modal untuk meningkatkan usahanya di bidang 
ekonomi.  
Berkembang dan meningkatnya produktivitas usaha mete dari anggota 
dan masyarakat, akan meningkatkan pendapatan mereka untuk mencukupi 
kebutuhan hidup sehari-hari sehingga kesejahteraan dapat tercapai. Meningkatnya 
kesejahteraan hidup anggota dan masyarakat menunjukkan bahwa peranan 
koperasi simpan pinjam sukses dan berhasil. Seperti yang dinyatakan oleh Nur 
Ary Wiyanti, salah satu pengurus koperasi (Jumat, 22 April 2011, pukul 11.00), 
“Dulu sebelum ada koperasi, penduduk sini banyak yang buruh. Setelah ada 
koperasi kan bisa membantu ngasih pinjaman modal sama pedagang-pedagang 
kecil itu supaya mereka bisa beli bahan baku sendiri di pasar terutama pada waktu 
musim mete”. Peranan koperasi KSU Giri Jaya Mete juga ditegaskan oleh 
Suharto, ketua koperasi (Jumat, 22 April 2011, pukul 10.30), “Koperasi dapat 
mendorong dan meningkatkan taraf hidup, karena koperasi memberikan 
pelayanan kepada UKM Mete dalam memberikan bantuan sangat mudah, tidak 
bertele-tele. Jadi para pengrajin mete tidak kebingungan mencari modal”. 
Berdasarkan pernyataan pengurus koperasi, KSU/USP Giri Jaya Mete sangat 
berperan terutama dalam membantu permodalan untuk meningkatkan 

















































Pemberian bantuan modal dari KSU Giri Jaya Mete kepada pengrajin 
mete tidak selamanya mencukupi. Pada prakteknya, jumlah nominal bantuan 
modal yang diberikan koperasi belum cukup membantu masalah permodalan para 
pengrajin mete. Seperti yang diungkapkan salah satu pengrajin mete, Sumardi 
(Sabtu, 23 April 2011, pukul 09.00), 
“Saya pernah pinjam Rp 1.000.000,00 untuk nambahi modal dagang mete 
Mbak, kalo pas musim. Saya pinjam ke koperasi karena dekat dengan 
rumah, bunganya juga ringan. Koperasi ini sangat berperan karena untuk 
nambahi modal dan memenuhi kebutuhan ekonomi, ya lumayan lah Mbak, 
bisa nambah penghasilan. Tapi tetap saja pengaruhnya bagi kemajuan usaha 
saya sedikit Mbak. 
Tabel 10. Tingkat Produktivitas Sumardi Setelah Memperoleh Kredit Koperasi  




























37  Rp 
316.000 
Keterangan:  
Harga bahan baku Rp 15.000/kg dan harga jual barang jadi Rp 68.000/kg per 
Maret 2011.  
Perbandingan bahan baku:barang jadi = 4:1 atau 80 kg bahan baku dapat diolah 
menjadi 20 kg barang jadi.  
Untuk mengolah 80 kg bahan baku dibutuhkan waktu berproduksi selama 12 hari 
oleh 1 orang. 
Setelah mendapat bantuan modal dari koperasi sebesar Rp 1.000.000,00,  
produksi mete Sumardi meningkat 197,5 %. Tetapi menurutnya, bantuan tersebut 
dinilai kurang karena 22 hari setelahnya Sumardi harus mengandalkan modalnya 
sendiri. 
Menurut Mitro, pengrajin mete yang diwawancarai pada Jumat, 22 April 
2011 pukul 12.00, mengatakan, 
“Saya mengambil kredit paling banyak Rp 3.000.000,00 untuk tambahan 
modal tapi jumlah segitu ya nggak cukup Mbak untuk usaha berkarung-
karung gelondong mete segini banyak. Kalau bagi saya, ya tidak pengaruh 

















































Pengaruhnya bagi produktivitas usaha saya sedikit, karena modal yang 
dipinjamkan juga sedikit”.  
Tabel 11. Tingkat Produktivitas Mitro Setelah Memperoleh Kredit Koperasi  
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Koperasi menyalurkan kredit kepada Mitro sebesar Rp 3.000.000,00 
sehingga produksinya meningkat 350%. Tetapi, menurut Mitro kredit tersebut 
belum bisa mencukupi kebutuhan produksi selanjutnya karena bahan baku akan 
habis diolah setelah  satu bulan. 
Yatno salah satu pengrajin mete yang diwawancarai di rumahnya pada 
Jumat, 22 April 2011, pukul 11.30, mengatakan, “Saya mengambil kredit paling 
banyak Rp 5.000.000,00. Tapi itu masih jauh dari cukup Mbak, untuk usaha. Saya 
kalo pinjam ya ke BRI bisa dapat Rp 10.000.000,00 lebih.” 
Tabel 12. Tingkat Produktivitas Yatno Setelah Memperoleh Kredit Koperasi  































Yatno mendapat bantuan koperasi Rp 5.000.000 sehingga produksinya 
meningkat 402,5%. Tetapi menurutnya, bantuan tersebut masih dinilai kurang 
sebab hanya mampu mencukupi kebutuhan bahan baku selama 2 bulan saja. Bulan 
berikutnya Yatno mengandalkan kredit dari bank. 
Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa peran koperasi 
bagi para pengusaha kecil hanya sebatas memberi pinjaman atas kekurangan 

















































terbatas, tetapi pada kenyataannya tidak jarang pinjaman digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
Koperasi juga memberikan pinjaman modal kepada pengusaha mikro. 
Pemberian pinjaman ini juga tidak berbeda dengan pengusaha kecil. Seperti yang 
diungkapkan Paiman pengusaha mikro saat diwawancarai pada Jumat, 22 April 
2011, pukul 12.30, 
“Saya pinjam dana ke koperasi untuk usaha ini, mete, kalau pas musim saja. 
Tapi untuk saat ini jadi buruh. Kalau saya pinjam paling banyak Rp 
5.000.000,00. Peran koperasi, ya membantu dan harus membantu, ya 
meningkat juga, lumayan membantu untuk tambahan modal, meski kecil-
kecilan. Produktivitas ada peningkatan demi sedikit, kalau tidak ada 
peningkatan ya, kujur”. 
Senada dengan Paiman, Tini mengungkapkan saat diwawancara di 
rumahnya pada Sabtu, 23 April 2011, pukul 12.30, 
“Saya pinjam hanya sedikit Rp 500.000. Kalau pas musim mete untuk usaha 
mete, kalo belum musim, jadi buruh saja, pinjamannya digunakan untuk 
dagang jagung dan mie bakso. Kalo sekarang untuk usaha mete jelas 
kurang, Mbak. Menurut saya koperasi kurang begitu berperan Mbak, karena 
saya juga jarang sekali pinjam ke koperasi. Kalau kemajuan usaha itu 
tergantung kondisi Mbak, bukan koperasi. Kadang kalau musim paceklik, 
produksi ya, turun”. 
Tabel 13. Tingkat Produktivitas Tini Setelah Memperoleh Kredit Koperasi  






























 Koperasi menyalurkan kredit kepada Tini sebesar Rp 500.000,00 
sehingga produksinya meningkat 127,5%. Tetapi, menurut Tini kredit tersebut 
belum bisa mencukupi kebutuhan produksi selanjutnya karena bahan baku akan 
habis diolah setelah setengah bulan. 

















































koperasi di atas, KSU/USP Giri Jaya Mete berperan sebagai wadah untuk tempat 
peminjaman dalam bentuk uang bagi anggota koperasi. Bagi para pengurus 
koperasi, KSU/USP Giri Jaya Mete ikut berpartisipasi dalam memberdayakan 
UKM mete yang banyak terdapat di Kelurahan Tanjungsari sehingga dapat 
meningkatkan produktivitas UKM. Akan tetapi beberapa pengrajin mete lain 
merasakan peran koperasi hanya sebatas sebagai penyalur dana untuk tambahan 
modal saja. Selebihnya kemajuan produktivitas ditentukan oleh kemampuan 
pengrajin, koperasi kurang berperan karena dana yang dipinjamkan jumlahnya 
sedikit. 
3. Kendala yang dihadapi Lembaga Keuangan KSU Giri Jaya Mete 
Koperasi Serba Usaha Giri Jaya Mete yang seharusnya berperan strategis 
dalam membedayakan ekonomi rakyat melalui UKM mete Tanjungsari tidak 
sepenuhnya menjadi tumpuan masyarakat sekitar terutama para pelaku UKM 
mete. Hal ini disebabkan modal yang disediakan koperasi tidak dapat mencukupi 
kebutuhan anggota, mengingat modal yang dibutuhkan untuk usaha mete sangat 
besar dengan jumlah minimal berkisar di atas Rp1.000.000,00 untuk setiap karung 
bahan baku mete.  
Ketersediaan modal koperasi yang berasal dari simpanan anggota 
dihadapkan dengan kebutuhan modal para anggota yang jumlahnya 58 orang dan 
calon anggota yang jumlahnya 202 orang menyebabkan ketimpangan yang sangat 
besar antara dana yang dihimpun dengan dana yang disalurkan. Bahkan kredit 
bergulir yang diberikan oleh pemerintah tidak akan mencukupi besarnya 
kebutuhan modal para pelaku UKM. Hal ini pula yang menyebabkan sebagian 
pengusaha kecil enggan meminjam dana kepada koperasi dan lebih memilih 
meminjam dana dari lembaga keuangan lain.  
Seperti yang diungkapkan Yatno,  “Kalo dari koperasi nggak akan cukup, 
Mbak. Paling dapatnya cuma berapa. Dari dulu saya pinjam ke BRI unit itu, 
bunganya juga ringan”. Ada pula pengusaha kecil yang tidak mengajukan kredit 
baik ke koperasi maupun lembaga keuangan lain, tetapi mengandalkan pada 

















































Mete, seperti yang diungkapkan oleh Sikin, pengrajin mete dan anggota koperasi 
(Sabtu, 23 April 2011, pukul 12.00), “Saya nggak pernah pinjam kemana-mana, 
Mbak. Jadi modalnya sendiri. Sudah sejak dulu ngumpulin uang sedikit demi 
sedikit untuk beli bahan baku. Kalau mau kredit ke koperasi, antrinya lama, 
dapatnya juga sedikit”. 
Beberapa anggota memang mengandalkan modal sendiri tetapi bukan 
berarti tidak pernah meminjam dana dari koperasi. Namun, alasan mereka 
meminjam dana ke koperasi lebih dikarenakan bersifat menolong atau melengkapi 
kebutuhan modal mereka yang masih kurang sedikit, seperti yang diungkapkan 
Bapak Mitro, “Karena saya juga kan anggota koperasi, jadi kalau pinjam di 
koperasi meski hanya sedikit paling tidak bisa membantu koperasi.” 
Selain itu, para pengusaha kecil yang memiliki modal terbatas lebih 
memilih kredit bahan baku dari para pengusaha menengah (pengepul) dengan 
membayar sebagian di muka. Bapak Sumardi pernah menyampaikan kepada 
peneliti, beliau mengatakan bahwa pernah sekali meminjam dana ke KSU Giri 
Jaya Mete sebagai tambahan modal, tapi kesulitan perolehan modal yang lama 
menjadikan kendala karena beliau bukan anggota koperasi sehingga beliau 
memilih meminjam kepada pengepul. 
“Jumlahnya sedikit, kalo mau pinjam harus antri dulu karena yang 
diutamakan anggota. Jadi kalo mau beli gelondong ya saya hutang 
gelondong dulu, ke pedagang atau pengepul sampai sekarang. tapi tidak 
semua orang bisa dikasih lo Mbak. hanya yang diprcaya saja. Kalo uangnya 
tidak saya kembalikan tepat waktu, tidak akan dipercaya lagi.”  
Keterbatasan modal menjadi salah satu faktor dominan yang 
menghambat peran koperasi dalam meningkatkan produktivitas UKM Mete. Hal 
tersebut diakui oleh ketua pengurus koperasi, Suharto, “Untuk kendalanya, masih 
sangat membutuhkan tambahan modal dari pemerintah”. 
Jadi, terbatasnya modal yang disalurkan oleh koperasi digunakan pemilik 
UKM mete untuk memenuhi jumlah modal usaha yang dirasa masih kurang dalam 
jumlah sedikit. Kendala lain yang memperburuk permodalan bagi  KSU Giri Jaya 
Mete dalam meningkatkan produktivitas UKM mete adalah keterlambatan 

















































“Kendala yang kami hadapi koperasi, dana pinjaman digunakan tidak hanya untuk 
usaha, tapi untuk jagong, makan”. Kendala tersebut juga ditegaskan Suharto, 
“Selain itu, karena koperasi usahanya USP kemacetan dalam membayar pinjaman 
oleh para peminjam juga masih ada,walaupun jumlahnya sedikit”. 
Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi koperasi karena kas yang ada 
di koperasi berkurang. Di samping faktor modal, kendala lain yang dihadapi 
koperasi adalah faktor manajemen. Hal ini dapat dilihat dari para pengurus yang 
merangkap menjadi pengelola koperasi. Koperasi tidak menambah jumlah 
pegawai karena kembali pada kendala dana yang tersedia sehingga hanya mampu 
menggaji karyawan yang ada saat ini. Seperti yang diungkapkan, Giyanto, 
“Kendala yang kami hadapi modal, orang-orang yang mengelola atau SDM-nya 
juga kurang”. 
Dengan demikian, faktor kendala KSU Giri Jaya Mete terhadap 
peningkatan produktivitas UKM mete di Kelurahan Tanjungsari adalah sebagai 
berikut; 
a Permodalan terbatas. Permodalan dalam memberikan jasa pinjaman 
kepada anggota dan masyarakat yang membutuhkan. 
b Management, pengelolaan KSU Giri Jaya Mete masih terbatas SDM-nya 
sehingga pembagian tugas masih tumpang tindih atau satu orang 
merangkap jabatan dan  tugas. Keterbatasan SDM disebabkan keterbatasan 
modal dalam memberi gaji kepada karyawan.  
c Kredit macet, pengembalian ataupun pembayaran angsuran oleh para 
debitur terkadang terjadi, walaupun dalam jumlah sedikit tetap akan 
mempengaruhi perputran modal di koperasi. 
Faktor pendukung dan faktor kendala bagi koperasi simpan pinjam 
terhadap peningkatan produktivitas usaha kecil dan menengah ini akan saling 
berkaitan antara satu dengan yang lain, dalam rangka mencapai tujuan kegiatan 
usaha koperasi dalam memberikan pelayanan kepada anggota serta masyarakat 
yang membutuhkan dana sebagai tambahan modal untuk menumbuhkan usaha 

















































4. Usaha yang dilakukan Lembaga Keuangan KSU Giri Jaya Mete 
Berbagai kendala yang dihadapi oleh KSU Giri Jaya Mete tidak membuat 
koperasi ini patah semangat dalam menjalankan kegiatannya. Ketika koperasi ini 
dihadapkan pada terbatasnya jumlah permodalan, KSU Giri Jaya Mete senantiasa 
mengajukan bantuan kredit baik kepada pihak pemerintah maupun pihak bank. 
Meski tidak seluruh pengajuan mendapatkan persetujuan pihak terkait, KSU Giri 
Jaya Mete setidaknya telah memperoleh bantuan kredit dari berbagai pihak. 
Menurut Suharto, “Modal koperasi berasal dari tabungan anggota dan bantuan 
pemerintah atau utang dari pemerintah. Pada tahun 2008 kita mendapatkan 
pinjaman dari kementerian negar UMKM sebesar Rp 100.000.000,00. Itu sudah 
berlangsung 5 tahun. Kita juga pernah mengajukan ke Dinas perkebunan 
mendapat Rp 20.000.000,00, sudah lunas. Selain itu, kita juga mengajukan 
proposal ke bank-bank”. 
Permasalahan  permodalan yang dihadapi koperasi dapat diatasi dengan 
mencari kredit ke lembaga keuangan yang lebih besar atau pemerintah. Seperti 
yang diungkapkan Giyanto, “Kalo masalah modal, cari utangan atau pinjaman 
lunak seperti P3KUM itu. Selain usaha dalam bentuk pengajuan kredit, koperasi 
juga berusaha mencairkan kredit yang macet dengan cara merekrut seorang 
karyawan baru sebagai penagih ke rumah debitur secara terus-menerus dan 
berangsur-angsur sampai kredit terlunasi”. 
Upaya koperasi dalam mengurangi kredit macet dengan merekrut 
karyawan untuk menagih, tetapi terkadang tidak dapat mengurangi kredit macet. 
Seperti yang disampaikan Nur Ary, ”Dulu kan banyak kredit macet, tapi sekarang 
sudah ada tenaga penagih setiap minggu mendatangi para peminjam. Terkadang 
kalau didatangi, tapi belum bisa membayar, jadi ditunda minggu berikutnya.” 
Berdasarkan pernyataan para pengurus KSU Giri Jaya Mete upaya yang 
dilakukan untuk mengurangi kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut; 
a) Permodalan. Memecahkan keterbatasan modal koperasi cari utangan atau 
pinjaman lunak seperti P3KUM, bantuan kredit baik kepada pihak 

















































b) Kredit macet. Mencairkan kredit yang macet dengan cara merekrut 
seorang karyawan baru sebagai penagih ke rumah debitur secara terus-
menerus dan berangsur-angsur sampai kredit terlunas. 
c) Management, dengan management yang baik akan memperkecil kesalahan 
sehingga dapat mengurangi tingkat kerugian yang ada di KSU Giri Jaya 
Mete.  
d) Bunga yang rendah dan proses yang mudah juga merupakan pendukung 
dalam melayani nasabah. Adanya bunga yang rendah dari koperasi serta 
pelayanan yang baik dan juga proses yang mudah menjadi daya tarik 
tersendiri dan mendorong masyarakat untuk meminjam uang dan 








SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
A. Simpulan 
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan analisis yang telah 
dilakukan, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:  
1. Sebagian besar masyarakat Tanjungsari bekerja di sektor industri mete. 
Namun, sebagian besar dari mereka masih mengalami kesulitan permodalan. 
KSU Giri Jaya Mete yang bidang utamanya adalah USP sangat berperan 
membantu para pengrajin mete dalam menyalurkan kredit dengan bunga 
ringan dan prosedur yang mudah. Dengan demikian, para pelaku UKM dapat 


















































2. Selama menjalankan kegiatannya, koperasi mengalami beberapa 
permasalahan, diantaranya : 
a. Permodalan. Ketimpangan antara jumlah anggota dan peminjam di KSU 
Giri Jaya Mete mengakibatkan jumlah dana yang dihimpun lebih kecil 
dari dana yang seharusnya disalurkan. 
b. Kurangnya modal juga menyebabkan koperasi tidak dapat menggaji 
karyawan bila jumlahnya ditambah karena saat ini koperasi hanya 
memiliki empat orang karyawan dengan SDM terbatas yang masing-
masing merangkap sebagai pengurus maupun pengelola.  
c. Kredit macet yang dapat mengakibatkan persediaan modal koperasi kian 
terbatas. 
3. Berbagai kendala yang dihadapi koperasi membuat para pengurus koperasi 
berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir hambatan tersebut.  
a. Faktor permodalan yang menjadi masalah klasik koperasi diatasi dengan 
cara mengajukan proposal permohonan modal kepada bank dan 
pemerintah. Usaha lain yang dilakukan untuk menambah modal adalah 
menambah jumlah anggota agar jumlah simpanan juga bertambah. 
b. Terkait dengan masalah kredit macet, koperasi telah mengatasinya 
dengan merekrut juru tagih yang datang ke rumah para peminjam dan 
menagihnya secara berangsur-angsur. 
B. Implikasi 
Berdasarkan pengumpulan data dan analisis data yang telah dilakukan 
serta penarikan kesimpulan, maka implikasi yang dapat diambil adalah: 
1. Implikasi Teoretis 
Hasil penelitian ini menguatkan teori bahwa ”Koperasi adalah suatu 
organisasi yang berwatak sosial dan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 
berdasar atas azas kekeluargaan”. Potensi UKM mete Tanjungsari yang selama ini 
membantu perekonomian ternyata mengalami berbagai hambatan, salah satunya 
ialah permodalan. Oleh sebab itu, KSU Giri Jaya Mete didirikan sebagai wadah 
bagi pelaku UKM mete dalam membantu permodalan usaha mereka. Setelah ada 

















































semakin meningkat. Peran KSU Giri Jaya Mete tentu tak luput dari peran 
pemerintah untuk memajukan serta membina KSU Giri Jaya Mete dan UKM mete 
di Tanjungsari agar volume produksinya bertambah.  
a. Hasil dari penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Badan Penelitian dan 
Pengembangan Provinsi Jawa Timur yang mengadakan penelitian dengan 
judul ”Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank untuk Pemberdayaan 
UKM”. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa Lembaga Keuangan Non 
Bank (LKNB) amat diperlukan dalam mendukung percepatan pemberdayaan 
UKM terutama bagi UKM di plosok-plosok dan pedesaan dimana akses 
lembaga perbankan masih terbatas. Selain itu, keterpaduan antara pemerintah, 
swasta dan masyarakat sangat diperlukan bagi penumbuhan LKNB yang 
diharapkan dapat mempercepat proses pemberdayaan UKM dan koperasi. 
b. Hasil penelitian ini juga sesuai  dengan penelitian Ashari dari Pusat Analisis 
Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang mengadakan penelitian dengan 
judul ”Potensi  Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan 
Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya”. Penelitian ini 
menyebutkan bahwa LKM memiliki potensi sebagai sumber pembiayaan  
masyarakat petani/pedesaan  walaupun dari sisi  ketersediaaan  dana tidak  
sebesar  lembaga perbankan formal. Keunggulan  LKM terletak pada 
komitmen yang kuat dalam  memberdayakan usaha mikro/kecil, prosedur 
yang lebih fleksibel  dan  lokasinya yang dekat dengan  daerah pedesaan. 
Potensi yang cukup besar tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal 
karena LKM masih menghadapi kendala dan keterbatasan di antaranya 
keterbatasan SDM serta  kecukupan modal. Sebagai upaya untuk menguatkan 
dan  mengembangkan  eksistensi LKM di masa  mendatang perlu dilakukan 
langkah-langkah strategis pemerintah. 
2. Implikasi Praktis 
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diketahui peranan dari 
KSU Giri Jaya Mete dalam meningkatkan produktivitas UKM mete adalah 

















































modal agar usaha yang dikelola dapat bertahan dan mengalami peningkatan, 
meskipun dalam kenyataannya masih mengalami beberapa hambatan. 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan 
pertimbangan bagi pemerintah daerah guna menangani sektor informal 
khususnya UKM mete dalam meningkatkan produktivitasnya melalui 
kebijakan terkait. 
b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk kepentingan penelitian lebih 
lanjut khususnya mengenai ekonomi masyarakat pedesaan yang 
berpotensi agar mereka dapat memanfaatkan secara maksimal koperasi 
yang ada di sekitarnya.  
C. Saran 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan kesimpulan serta implikasi 
yang telah diambil, maka peneliti dapat memberikan masukan sebagai berikut : 
1. Bagi Koperasi 
a. Hendaknya menjalin kerjasama dan membentuk koperasi sekunder. 
Dengan menjalin kerjasama, koperasi dapat saling bertukar  informasi 
dengan koperasi-koperasi lain bahkan mendapatkan pinjaman modal dari 
mereka. 
b. Menambah jumlah karyawan dinilai kurang efektif bila masih dapat 
ditangani oleh karyawan yang ada, asalkan SDM para pengurus harus 
lebih ditingkatkan agar mampu mengelola koperasi dengan cakap. 
Namun, adanya penambahan satu orang karyawan yaitu juru tagih telah 
dinilai tepat karena mampu mengatasi kredit macet yang menghambat 
permodalan koperasi. 
c. Koperasi sangat perlu menambah jumlah anggota karena jumlah anggota 
saat ini tidak bertambah secara signifikan selama 13 tahun, dari 20 
menjadi 58 orang. Oleh karena itu, hendaknya koperasi mengadakan 
penyuluhan kepada warga sekitar khususnya para pengrajin mete yang 
masih berstatus calon anggota. Terlebih perubahan peraturan mengenai 

















































tidak merasa terbebani sehingga mereka dapat memahami dan mau 
memanfaatkan peran KSU Giri Jaya Mete.  
d. Koperasi juga perlu bertindak aktif mencari informasi yang berkaitan 
dengan kepentingan koperasi seperti kredit permodalan dan pelatihan 
pengurus dengan menghubungi dan mendatangi lembaga yang mampu 
menanganinya seperti Disperindagkop. Hal ini penting karena 
Disperindagkop memiliki peran dan berbagai informasi terhadap 
koperasi, tetapi jumlah karyawan yang terbatas tidak memungkinkan 
mereka untuk mendatangi ke hampir tujuh ribu koperasi di Kabupaten 
Wonogiri. 
2. Bagi pengarajin mete baik sebagai anggota dan non anggota 
Para pengrajin hendaknya dapat memanfaatkan peran koperasi yang 
didirikan untuk kepentingan mereka. Pengrajin seharusnya turut serta 
melakukan simpanan dana agar dapat memperkokoh struktur modal serta 
melakukan pinjaman untuk memperbesar pendapatan koperasi. 
3. Bagi Pemerintah Daerah  
Pemerintah Daerah Wonogiri hendaknya memperhatikan dan 
mengembangkan potensi unggulan daerah yaitu sentra pengolahan mete 
dengan cara membantu mereka mengajukan usul ke pemerintah pusat agar 
memberhentikan ekspor bahan baku mete mentah ke India tetapi 
menggalakkan ekspor hasil mete yang telah diolah di dalam negeri ke luar 
negeri. 
4. Bagi Diperindagkop dan UMKM Wonogiri 
Disperindagkop dan UMKM yang berperan sebagai fasilitator 
koperasi dan UKM hendaknya benar-benar memfasilitasi segala sesuatu yang 
dibutuhkan koperasi dan UKM seperti informasi. Keterbatasan personil yang 
tidak bisa mendatangi koperasi satu per satu secara langsung hendaknya dapat 
disiasati dengan cara tertentu, misalnya dengan menghubungi melalui e-mail, 
telepon, atau teknologi yang lain. 
 
